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ABSTRAK

Nama : Indri Dwi Utami, S.H.
Program studi :  Magister Kenotariatan
Judul :  Akibat Hukum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

bagi calon Pemegang Saham Pengendali Bank, melalui
mekanisme penawaran terbatas dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (Studi Kasus Pada PT. Bank X )

Kegagalan sistem perbankan di Indonesia mengakibatkan efek beruntun yang terjadi
terhadap sistem perbankan, untuk itu diperiukanlah suvatu sistem mekanisme
pengawasan yang sehat, kuat, dan efisien. PT. Bank X adalah suatu bank umum yang
bermaksud untuk melakukan penambahan modalnya melalui mekanisme penawaran
terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahuln (HMETD). dimana PT. Y |
berminat untuk melakukan pembelian terhadap seluruh saham yang dikeluarkannya
kepada para pemegang saham yang tclah ada, dengan lerlebith dahulu mengikatkan
diri dalam suatu perjanjian pengalihan HMETD. Namun demikian, untuk menjadi
pemegang saham pengendali, bagi PT. Y melalui pengambilalihan PT. Bank X
dengan mekanisme HMETD ini terbentur dengan ketentuan Bank Indonesia yang
mensyaratkan suatu perubahan pengendalian pada Bank harus mendapatkan
persetujuan _dari Bank Indonesia, bagi calon pemegang saham pengendali .
Permasalahan pada tesis ini bagaimanakah akibat hukum penilaian kemampuan dan
kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali bank, melalui mekanisme
penawaran terbatas dengan HMETD ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut
dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang
bersifat yuridis nommatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa
wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT. Y dapat memperoleh
kedudukan scbagai pemegang saham pengendali PT. Bank X melalui mekanisme
penawaran terbatas dengan HMETD, apabila telah tulus sebagai kandidat pemegang
saham didalam PT. Bank X, sementara apabila PT. Y lidak lulus penilaian
kemampuan dan kepatutan terscbut, maka perjanjian yang telah dibuat sebelumnya
antara PT. Y Advisor dengan pemegang saham pengendali PT. Bank X tetap
mengikat dan dapat dijalankan kepada pihak yang ditunjuk olch PT. Y dengan tetap
memenuhi ketentuan BI.

Kata Kunci : Bank, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Hak Memesan Efek
Terlebih dahulu
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ABSTRACT

Name : Indri Dwi Utami , S.H.
Study Program > Notary Public Magisterial
Title . Legal Force of Fit And Proper Test Mechamsm For

Prospeclive Shareholders under The Limited Public
Offering Of The Right Issue Mechanism

The failure on banking system in Indonesia, is causing multiplier effect for banking
system in Indonesia, therefore it is necessary to establish a powerful, reliable and
efficient supervisory system of Indonesians banking. PT. Bank X is commercial Bank
intent to increase its capital through Right Issue mechanism. PT.Y an incorporated
legal entity contemplate to purchase shares issued by PT. Bank X for its existing
shareholders. For such purpose PT. Bank X initially bind itself into a so called Right
Issue Transfer Agreement. Notwithstanding the foregoing to acting its position as the
ultimate shareholders of PT. Bank X, PT. Y shall taking into account certain Bank
regulation that restrict the transfer of ownership on shares. For a commercial Bank,
every transfer of shares ownership or capital increase in a company in shall initially
obtain approval from Bank Indonesia.. The issues that will be further described under
this thesis shall be the Legal Force of Fit and Proper Test Mechanism for Prospective
Shareholders, Under the Right Issue Mechanism. In order to described the
aforementioned issues, the research is conducted based on the literal study research
method having the characteristic of legal normalive supported by Lhe data collection
tool of interviews. As the conclusion of the abovementioned research, PT. Y is
allowed to acting its position as ultimate sharehoider of PT. Bank X through the
limited offering of the right issue mechanism, if PT. Y is stated passed the fit and
proper test as obliged by Bank Indonesia, And if PT. Y is stated otherwise,
subsequently the agreement between the existing sharcholders of PT. Bank X and PT.
Y is consider legal and binding and execulable if PT. Y is appoint its successor ,
whereas such successor shall also inilially passed the [it and proper test as conducted
by Bank Indonesia. '

Keywords: Limited Public Offering, Right Issue, Fit and Proper Test
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BABI
PENDAHULUAN

LI Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dar sistem, keuangan dari setiap negara.
Bank adalah lembaga kevangan yang menjadi tempat bagi setiap unsur
masyarakat melakukan kepiatan perekonomiannya, Melalut kepiaian perkreditan
dan berbagai jasa yang diberikannya, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta

melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian'.

Di Indonesia, masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam
Undang-undang nomor [0 Tahun 1998 (“Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998™). Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai Bank, perlulah
terlebih dahulu dilihat defines Bank didalam Blacks Law Dictionary dimana Bank

dirumuskan sebagai *:

An institution, usually incopated, whose business to receive money
on deposit, cush, checks, or drafts, discount commercial paper,
make loans, and issue promissory notes payable to bearer known
as Bank Notes

! Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia™, {(Jakarta: Kencana Predana
Media group, 2005) , hal 7

? Henry Campbel Black, Blacks few Dictionary, 6™, (StPaul, Minesota: West Publishing
Co., 1990), hal 988.
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Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Serupa dengan pengertian Bank,
Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan bahwa Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau
bentuk—bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat
banyak. Berangkat dari detinisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa perbankan
bukan hanya merupakan suatu bisnis investasi semata namun telah menjadi suatu
faktor penting dalam perekonomian dan berperan penting dalam pembangunan
nasional seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang
mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) kepada pihak-pihak yang
membutuhkan dana (/ack of funds).

Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi
lidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.
Pasal 4 Undang-undang Nomor [0 Tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan
Indonesia bertujuan men;mjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomt: dan stabilitas nasional
ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak’. Peranan penting dan
strategis dart lembaga perbankan yang diuraikan diatas merupakan bukti bahwa
lembaga perbankan adalah salah salu pilar utama bagi pembangunan ekonomi
sebagai agent of development dalam menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional®. Mengingat pentingnya sektor perbankan ini, hadirlah Bank Indonesia,
dalam kapasitasnya sebagal Bank Sentral dengan tujuan untuk memelihara dan

menjaga kestabilan nilai mata vang di Indonesia.

" Indonesia (a), Undang-undang tentang Perbankan, UU NQ.10 tahun 1998, LN tahun
1998 No. 182.tln No.3790, Pasal 4
*1bid. hal 41
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Dalam mencapai tujuannya tersebut dan untuk menjaga perlumbuhan dan
ekonomi nasional, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia,
menjalankan fungsinya untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia’.
Tugas mengatur dan mengawasi dari Bank Indonesia inmi, tidak saja untuk
mendukung dan kelanacran sistem pembayaran, namun juga untuk meningkatkan
efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan

inflasi. Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi meliputi :

I. memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha

tertentu dari Bank:
2. menetapkan peraturan di bidang perbankan;

3. melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak

langsung,;
4. mengenakan sanski kepada Bank sesuai ketentuan Perundangan.

Keempal kewenangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendukung
terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Ketentuan perizinan
ditujukan untuk meyakinkan bahwa Bank yang diperbolehkan beroperasi
mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus Bank yang kompeten

dan menpunyai integritas tinggi".

Untuk menjaga slabilitas ekonomi dan pembangunan nasional, Bank Indonesia
menerapkan peraturan mengenai kepemilikan Bank, dimana dalam rangka untuk
mmperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkalkan
kinerja Bank, bagi Bank yang telah secara sah berdin dan memenuhi peraturan-

peraturan, dapat melakukan emisi saham melalui bursa’. Emisi Saham melalui

*Indonesia (b), Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No.23 Tahun 1999, LN
No.66 Tahun 1999, TLN No. 3910

°Perry, Warijoyo, “Bank Indonesia,Bank Sentral Repubiik Indonesia, sebuah Pengantar”,
cet 1, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Swdi ke Banksentralan,2004), hat 34

? Indonesia (a) , Pasal 26 ayat |
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Bursa membukakan kesempatan bagi Bank yang telah berdiri untuk
menghimpun dana dari masyarakat dan dilain pihak, membukakan kesempatan

yang lebih luas kepada masyarakat untuk turut serta memiliki Bank Umum.

Dengan melakukan emisi saham di bursa, Bank dapat meningkatkan kinerja
perusahaanya, karena selain tunduk kepada ketentuan dan pengawasan Bank
Indonesia, bagi Bank yang melakukan emisi saham dibursa juga tunduk dan
diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam™)®. Dengan melakukan
emisi saham di bursa, Bank tunduk pada ketcntuan dan peraturan-peraturan
Bapepam dan Bank Indonesia dalam hal mclakukan tindakan perusahaan
(corporate action) yang dinilai berpengaruh pada kepentingan pemegang saham

yang telah ada.

Dalam hal melakukan penambahan modal, bagi perbankan yang telah terdaftar di
pasar modal, maka dapat dilakukan tindakan berupa penambahan modal
sahamnya melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahuiu (“HMETD™),
atau yang dikenal dengan cfek derivatif berbentuk right. Right adalah instrumen
derivatif yang ditawarkan kepada publik melalui pasar modal sesuai dengan
mekanisme yang berlaku di Pasar Modal’ . Pengertian mengenai Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu ini diatur pada Peraturan Nomor I1X.D.1 tentang Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu'®,

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat
pada saham yang memungkinkan para pcmegang saham yang ada
untuk membeli efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat
dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan

¥ Kewenangan dan fungsi Bapepam dipasar modal diatur didalam Undang-undang Nomor
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 3 dan Pasal 4 yaitu untuk melakukan Pembinaan,
pengaturan dan pengawasan kegiatan Pasar Modal

M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya. Aspek Hukum Pusar Modal Indonesia, (Jakaria -
Kencana, 2004), hal 203

'"Badan Pengawas Pasar Modal (a). Perafuran Nomor IX.D,1: Hak Memesan Efek
Terfebih Dahulu, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-26/PM/2003 , Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam angka lhurufa
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kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialibkan.

Dari pengertian lersebut dapat terl?hal bahwa instrumen efek ini adalah instrumen
yang diperuntukan bagi pemegang saham yang telah ada sebelumnya (existing
shareholder). Dengan adanya instrumen ini, penambahan modal bagi perusahaan
dimaksudkan tidak mengakibatkan jumlah kepemilikan saham pemegang saham
yang telah ada menjadi terdilusi. Dengan right tersebut, pemegang saham lama
berhak untuk didahulukan dan mendapatkan penawaran beli dari perusahaan
secara proporsional pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk jangka

waktu pendek'’.

Pembahasan yang akan digambarkan lebih jauh pada penelitian hukum ini adalah
suatu keadaan dimana mekanisme HMETD dilakukan oleh Bonk yang bemiat
untuk melakukan penambahan modal namun bukan untuk melakukan
penambahan modal melalui pemegang saham yang telah ada sebelumnya, namun
untuk memperoleh pengambilalihan dari calon pemegang saham pengendali diluar

calon pemegang saham yang telah ada sebelumnya.

Lebih jauh penting untuk diketahui bahwa dalam suatu tindakan penjualan Right,
oleh perusahaan, maka sebelum dilakukan penerbitan HMETD dimaksud,
sebelumnya perlulah diperoleh jaminan dari Pihak tertentu dilvar pemegang
saham yang telah ada, untuk membeli efek sekurang-kurangnya pada harga
penawaran atas efek dalam hal terdapat sisa efck yang tidak diambil'® pihak

tersebut dikenal dengan istilah Pembeli Siaga (srandby buyer).

Pada akhir Tahun 2009 PT. Y. sebuah perusahaan pengelolaan asset berskala
inlcrnasional, berencana untuk melakukan pengambilalihan saham pada PT. Bank
X ., sebuah Bank yang telah emisi saham di bursa dengan melalui mekanisme

Right Issue. Lebih jauh mekanisme pengambilalihan saham melalui right issue

" 1bid,

'Z Bapepam dan LK (a), angka 26
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ini, menempatkan PT. Y sebagai pcmbcli‘ siaga yang akan melakukan
pembelian terhadap (seluruh) saham yang (pada akhirnya) tidak diambil oleh
pemegang saham yang telah ada. Dengan bertindak sebagai pembeli siaga, PT. Y
yang akan melakukan pembelian terhadap selulruh saham PT. Bank X ini, maka
sebagai calon pemegang saham pengendali, perlu memperhatikan peraturan yang
lidak hanya terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan terbuka, dan juga
akuisisi perbankan namun juga tunduk pada ketentvan dan peraturan yang diatur
oleh Bank Indonesia. Seorang calon pengendali pada suatu Bank harus terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia®, sebagai lembaga

pengawas perbankan di Indonesia.

Persetujuan ini dilakukan dengan terlebih dahulu dikakukan permohonan oleh
calon pengendali untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Apakah
penilaian dimaksud bagi PT. Y ini ris.lpat dilakukan seiring dengan berjalannya
mekanisme Right Issue dan bagaimanakah akibat hukum bagi pembeli siaga yang
akan melakukan pengambilalihan melalui mekanisme Righr Issue ini dimana
dalam posisinya sebagai pembeli siaga, PT.Y berniat untuk memiliki seluruh
saham yang dikeluarkan oleh PT. Bank X tersebut. Atas dasar latar belakang
pemikiran tersebut, penulis beranggapan bahwa perlu dikaji lebih jauh mengenai
aspek hukum penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham
utama yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam rangka mekanisme HMETD
ini. Akan dilakukan kajian lebih jauh mengenai aspek hukum dan posisi hukum
dari PT. Y dalam rangka melakukan tindakan pengambilalthannya, dan
peneliklian akan dipersempit pembahasannya dalam penelitian hukum penulis
yang berjudul “ Akibat Hukum Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fir
And Proper Tesf) Bagi Pemegﬁng Saham Pengendali PT. Bank X melalui
Mekanisme Hak Memecsan Efek Terlebih Dahulu (Studi Kasus Pada PT.
Bank X)”

'3 Bank Indonesia 5/25/2003 (a), Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/2003 lentang
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, PBI No. 5/2003, LN No.124
Tahun 2003, TLN 4334, Ps, 7
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1.2. Pokok Permasalahan

Aspek penilaian kemapuan dan kepatutan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia,
terdiri dan berbagai maacm bidang pengaturan, dimana pengaturan tersebutu
ditujukan tidak hanya kepada Pemegang Saham Pengendali, namun juga Pengurus

vang termasuk didalamnya Direksi dan Komisaris dari Perusahaan.

Mengingat luasnya lingkup permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu

pembatasan terhadap permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon
pemegang sabam pengendali dalam rangka penawaran umum terbatas

HMETD, menurut ketentuan perbankan Indonesia ?

2. Bagaimanakah akibat hukum aspek penilaian dan kemampuan (fir and proper
fest) bagi calon pemegang saham pengendali PT. Bank X, melalui mekanisme

penawaran terbatas HMETD?
1.3 Metode Penelitian

Penelitian m;arupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan
maupun teknologi, yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi. Guna
memudahkan penulis dalam menyusun pokok-pokok agar pemikiran dapat
tersusun secara sistematis, maka penulis menggunakan suatu melode penelitian
yaitu studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang ditunjang dengan
wawancara dari informan yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan
Penenaman Modal dan Jl.embaga Keuangan yaitu Kepala Sub Bagian Transaksi
dan Lembaga Efek 2 Bapak Mufli Asmawidjaja dan Kepala Sub Bagian Peraturan
Emiten dan Perusahaan Publik 2 Bapak Jadi Haposan Manurung. Untuk

kepentingan thesis ini, maka bahan hukum yang dipcrgunakan antara lain adalah:
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a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara yang dilakukan kepada nara sumber yang berasal dari dan
Badan Penenaman Modal dan Lembaga Keuangan yaitu Kepala Sub
Bagian Transaksi dan Lembaga Efek 2 Bapak Mufli Asmawidjaja dan
Kepala Sub Bagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik 2 Bapak

Jadi Haposan Manurung .

(Guna mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam didapatkan juga nara
sumber dari instansi Bank Indonesia, yaitu Bapak Nursantiyo dari

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang dgunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukun
primer , sekunder dan tersier . Bahan hukum tersebut digunakan untuk mencari
jawaban atas isu hukum yang dizjukan dalam penelitian ini, yaitu Akibat Hukum
Aspek Penilaian dan Kemampuan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat'®, yang

terdiri dari:

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomr 7 Tahun 1992

tentang Perbankan;
b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

¢. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ;

“Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers,1990), hal 23 -
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Merger, Konsolidasi

dan Akuisisi Bank ;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 temtang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian

Saham Bank Umum;

g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/I/PBI/2000 tentang penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (£ir dan Proper Test};

h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (Fir dan Proper Test);

i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank

Umum;

j. Peraturan Perundangan lainnya yang terkait dengan permasalah

penelitian inj

2) Bahan Hukum Sekunder. yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan

kejelasan bahan hukum primer. yang terdiri dari :
a. Buku-buku literature:

b. Buku-buku yang berkaitan dengan perbankan dan tindakan

pengambilalihan pada perbankan ;
c. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalah penelitian ini;
d. Artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier. yailu bahan yang memberikan petunjuk maupun
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enjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder'® | yang terdiri
p

dari:
a. Kamus;
b. Ensiklopedi;
c. Bibliography

Dalam tahap pengolahan data penulis melakukan pengolahan data secara
kualitatif, metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis.
Penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu,
keadaan, gej_ala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu

gejala.'®
1.4 Sistematika Penulisan

untuk lebih memudahkan pembahasan penelitian, maka penulisan penelitian ini

dibagi kedalam lima bab yang terdin dari:

Bab | adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar
belakang, pokok permasalahan, tujuan penbelitian, metode penclitian yang

digunakan serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab 2, akan membahas dan menganalisa mengenai akibat hukum aspek penilaian

dan kemampuan (fit and proper test) bagi calon pemegang saham pengendali PT.

Bank X, melalui mckanisme penawaran terbatas HMETD

Bab 3, merupakan bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan

yang berdasarkan pada pembahasan-pembahasan dart bab-bab sebelumnya.

S1bid, hal 52

' Sri Mamudji, et all., Mefode Penelition dan Penulisan Hukum., (Jakarta: Badan
Penerbil Fakulias Hukum Universilas Indonesia , 2005}, hal 4
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BARB Il

Aspek Hukum Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
Bagi Pemegang Saham Pengendali yang merupakan studi kasus pada PT.X

2.1. Kepemilikan, Pengendalian dan Struktur Permodalan dalam dalam
Bank

Untuk memiliki suatu saham didalam perseroan, seorang calon pemegang saham
harus memperhatikan ketentuan-kcenluan dan persyaratan kepemilikan saham
yang berlaku di Indonesia. Ketentuan kepemilikan saham di Indonesia, diatur
dalam ketentvan Bank Umum, yang menjelaskan bahwa seorang pemilik Bank
wajib memiliki dan memenuhi syarat sebagai pemegang saham yal litu memenuhi
syarat integritas dan kemampuan keuangan' . Syarat ini lebih lanjut ditentukan
bahwa Bank [ndonesia akan melakukan penilaian kepada Pemcgang Saham
Pengendali, melalui mekanisme penilaian dan kemampuan Pemegang saham
pengendali tersebut dilarang untuk ikut didalam keputusan operasionat bank, dan
setiap perubahan modal dasar dalam suatu Bank disyaratkan untuk terlebih dahulu
mendapatkan persetyjuan Bank Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh
membahas mengenai mckanisme penilaian kemampuan dan kepatutan untuk
menjadi pemegang saham pengendali dalam suatu bank, dan penambahan meodal
yang dilakukan melalui right issue, maka harus diketahui pula (teriebih dahulu

struktur permodalan dalam suatu Bank.

Menurt Undang — undang Nomor 40 Tahun 2007 tcntang Perscroan Terbatas,

modal Perseroan dalam Anggaran Dasar terdiri dari Modal Dasar. Modal

! Bank Indonesia (b), Peraturan Bank indonesia tentang Bank Umum, PBI No.
1117172009, LN Tahun 2009 Nomor 27. TLN No 4976, ps 12 :
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ditempatkan dan'Modal disetor penuh. Pcraturan Bank Indonegsia menyatakan
bahwa untuk Modal Disetor paling sedikit adalah sebesar Rp. 3.000.000.000.000
(Tiga Triliun Rupiah)’. Modal disetor diartikan sebagai modal yang ditempatkan
tetapi lelah disetor penuh oleh pemegang sahamnya, mcnurut pasal 33 ayat (2)
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 {entang Perseroan Terbatas modal
ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah,
selanjutnya modal ditempatkan sebanyak 25 % dari modal dasar harus disetor

penuh. Peraturan Bank [ndonesia menyatakan bahwa yang dapat mendirikan Bank
adalah:

a. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
b. Warga Ncgara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga

negara asing dan atau badan hukum asing secara kemilraan

Kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukumi asing paling banyak
sebesar 99 % dari modal disetor Bank’. Adapun setiap perubahan kepemilikan
pada Bank. wajib mendapatkan maupun diberitahukan kepada Bank Indonesia.
Bagi perubahan kepemilikan yang lidak mengakibatkan perubahan pemegang
saham pengendali. wajib terlebih dahulu diberitahukan oleh Bank Indonesia. 10
(sepuluh hari) setelah pe-rubahan dilakukan. Laporan tersebut, wajib dilengkapi

dengan: *

a. Bukti penyetoran:
b. Risalah Rapat Umum Pemcgang Saham atau
" Rapat Anggola

¢. surat pcrnyataan dart pcmegang saham bagi
Bank yang berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau
dari anggota bagi Bank yang berbentuk
badan hukum Koperasi, bahwa pclunasan

Y Ihid.. ps 3
*1bid., ps. 6
ibid., ps 22 ayat 2
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modal disetor sebagaimana dimaksud dalam

huruf e:

1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas
pembiayaan dalam bentuk apapun dari
Bank dan/atau pihak lain di Indonesia,
dan/atau

2. tidak berasal dari dan untuk tujuan
pencucian uang (money laundering)
d. Data kepemilikan perseroan; akta perubahan Anggaran
Dasar berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang.
Adapun bagi perubahan kepemilikan yang mengakibatkan beralihnya pemegang
saham pengendali dalam suatu Bank, maka Bank Indonesia mensyaratkan
perubahan kepemilikan tersebut, dengan mengikuti pola sebagaimana diatur
mengenai akui;isi dibidang Perbankan. Untuk pengambilalihan dibidang
perbankan, disyaratkan unluk dilakukan dengan pihak-pihak yang akan
melakukan pengambilalihan menyampaikan maksud untuk melakukan akuisisi
kepada direksi bank yang akan diakuisisi, Usulan tersebut kemudian akan menjadi
bahan referensi bersama bagi Bank yang akan diakuisisi untuk melakukan
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, karena rancangan akuisisi tersebut
harus disepakati bersama antara pihak pengakuisisi dan pihak yang akan
mengakuisisi. Selanjutnya, rancangan yang akan membahas mengenai akuisisi
lersebut akan dituangkan didalam suatu akta settelah mendapatkan izin dari Bank

Indonesia’.

Adapun untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia, maka wajib terlebih dahulu

memenuhi persyaratan®:

*Indonesia (¢). Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bunk, PP
No. 28 Tahun 1999, LN tahun 1999 nomor 61, TLN No. 3840

*ibid., ps 10
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a.  Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari
Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

b.  Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar
orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang
perbankan.

c.  Dalam hal akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib

memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank
yang diatur oleh Bank Indonesia.

2.2, Mekanisme Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang
Saham Pengendali menurut Ketentuan Bank Indonesia

Pada saat masa krisis melanda Indonesia. banyak bank berguguran dan ditutup
oleh pemerintah dalam hal int Bank Indonesia sebagai otornitas perbankan. Upaya
pemerintah unluk menyelamatkan bank-bank lainnya yang tidak ditutup dimulai
dengan adanya retsrukturisasi kredit, pembentukan badan penyehatan perbankan
nasional (BPPN). Terakhir dengan melakukan Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan bagi pemegang saham pengendali, pengurus dan pejabat eksekutif
bank. Maksud diadakannya Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ini adalah agar
SDM yang menduduki manajemen bank berkualitas dan melaksanakan praktek-
praktek good corporate governance, sehinga kinerja bank menjadi lebih baik dan

tangguh.

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami pasang surut. dimulai dari
adaﬁya ketentuan dercgulasi di bidang perbankan tahun 1988. Pcmerintah
memberikan kemudahan untuk mendirikan bank, cukup dengan setor modal
sebesar Rp 10 milyar saja. Pada awal tahun sembilan puluhan lelah berdiri 243
bank dengan jumlah kantor sekitar 9.000 . Pada saal itu pemilik/pengurus bank
kurang memperhatikan faktor prudential banking dan pengelolaan bank yang
baik. Asas good corporate governance diabaikan sama sckali , bank dijadikan
kasir untuk memenuhi kepentingan pemilik, schingga dengan secnaknya

memerintahkan pengelola bank untuk mengucurkan kredit kepada kroninya atau
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perusahaan yang terkait tanpa memperhatikan keamanan dan kemampuan untuk
mengembalikan kredilnya. Banyak ketentuan bank yang di langgar oleh pengurus
maupun pengelola bank, sebagai contoh batasan maksimum pemberian kredit
(BMPK) kepada grup pemilik 10 % diberikan sampai 90 % dari total kredit ,
pembebanan biaya pribadi dari pengelola kepada perusahaan.

Akibat dari adanya hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu banyak
debitur yang tidak mampu membayar hutangnya baik bunga maupun pokok
pinjaman yang akhirnya dikatcgorikan sebagai kredit macet.. sehingga bank
mengalami kerugian sampai pada batas yang maksimal menggrogoti modal
setornya. Disam'ping itu posisi dana pihak ketiga dari tahun ke tahun tidak
mengalami peningkatan. Klimaknya pada saat Indonesia mengalami krisis
moncter tahun 1997. ada beberapa bank yang mengalami kolap atau kesulitan
likuiditas meskipun Bank I[ndoncsai telah mengucurkan dana dalam bentuk

bantuan likuiditas dan bank tersebut akhirnya ditutup (bank beku operasi).

Perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya, konsep kepemilikan pada Bank berbeda
dengan kepen{iiikan pada perusahaan biasa. Hal ini menginpat. dana pemilik
hanya merupakan bagian kecil dari seluruh dana yang ada pada Bank. Sebagian
besar pemilik dana tersebut adalah nasabah penyimpan. Dengan demikian maka
kepentingan untuk mengamankan dana masyarakal merupakan tanggung jawab

semua pihak termasuk pemilik Bank.

Besarnya kepentingan masyarakat kepada Bank tersebut, membawa Bank
Indonesia sebagat otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi Bank,
sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Bank Indonesia
diberikan amanat dan wewcnang oleh Undang-undang untuk mengatur segala
sesuatu yang menyangkut Bank termasuk mengenai kepemilikan Bank. Dimana
scsuai dengan slandar inlernasional yang berlaku dimana terdapat dalam
rekomendasi mendasar Bassle Committee dari Bank for Internation Setrlement
(BIS) yang menyatakan bahwa otoritas pengawas harus mempunyal wewenang
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untuk meneliti dan menolak izi kepemilikan Bank, apabila menurut penilaian
otorilas pengawas kepemilikan yang baru tersebut dapat membahayakan

kelangsungan usaha Bank’.

Berdasarkan kerangka perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa cara
untuk menjadi pemilik bank, baik melalui pembelian langsung, pecmbelian melalui
pasar modal (bagi Bank yang telah go- public) dan pembelian melalui proses
akuisisi yaitu pembelian untuk menjadi pengendali Bank. Adapun kepemilikan
melalui pasar modal memerlukan kerjasama dengan otoritas yang berwcnang di
Pasar Modal (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Pada
dasarnya substansi aturan kepemilikan adalah untuk memastikan bahwa calon
pemilik adalah pihak-pthak yang mémp-unyai itikad baik dan kualitas yang cukup
untuk pengembangan Bank yang sehat serta dukungan dana yang tidak terikat
dengcr: sualu peraturan/perjanjian lain. Untuk mengurangi atau meminimalkan
kecurangan yang dilakukan manajemen / pengurus bank dan laporan keuangan
yang dibuat oleh manajemen lebih dapat diperaya (religble) Bank Indonesia
mengeluarkan ketentuan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan melalui
Peraturan Bank indonesia. Penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut
dilakukan terhadap intepritas pemegang saham pengendali maupun calon
pemegang saham pengendali. dan lerhadap kompentensi serta integrilas pengurus

dan pejabat eksekulif bank®

a. Penelitian yang berkaitan dengan status dan kualitas Pcmilik / Pemegang
Saham Pengendsli beberapz faktor yang menjadi pertimbangan pada aspck ini
antara lain:

L. Rekomendasi otoritas Negara asal bagi badan hukum asing. Hal ini

merupakan persyaratan yang dialur dalam Peraluran Pcrundang-

llumas Bank Indonesia, Kepemilikan Bank - Apa Aturen dan Latar Belukangnya,
Kolcksi Perpusatakaan Daniel S. Lev, 2002

* Toto warsoko, “Perbedaan kinerja Bank Sebelum dan Sesudah Fit and Proper Test™
http://re-searchengines.com/0 1 06toto himl, diunduh pada I2 met 2010.
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undangan’, dengan maksud agar terdapat keyakinman bahwa badan
hukum asing dimaksud mempunyal reputasi yang baik dan tidak
pernah melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan

Calon pemilik/pcmegang saham pengendali tidak termasuk dalam
daftar orang yang dilarang menjadi pengurus dan pemecgang saham
Bank. Dengan demikian riwayat calon tidak pernah dikategorikan
sebagai pihak melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan
tidak sedang dalam proses periode pengenaan sanski karena tidak lulus
dalam kerangka ketentua fit dan proper test.

Kondisi keuangan pemilik bank yang dilakukan melalui penelitian
terhadap laporan kevangan untuk 3 tahun terakhir (apabila bcrbenluk
badan hukum). Hal ini dimaksudkan agar pemilik bank merupakan
pthak yang secara finansial cukup kuat sehingga diharapkan tidak
menggunakan bank sebagal sumber dananya dan juga untuk meneliti
kemampuan pemilik untuk mengataasi kesulitan yang sewaktu-waktu
dialami Bank. Dengan adanya pemilik bank yang secara keuangan
cukup kuat juga akan meningkatkan kayakinan masyarakat dan pihak
otoritas bahwa Bank tersebut memiliki dukungan yang cukup dari

pemilik/ pemegang saham pengendali.

Berkaitan dengan kehandalan kondisi keuangan pemilik, perlu
didukung surat pernyataan bahwa calon pemegang saham tidak pernah
menyalakan pailit alav tidak pernah menjadi pengurus svatu Bank
yang pernzh dinyaiakan pailit.

Penyampaian Letter of comfort. Dalam surat pernyataan ini pemegang
saham pengendali menyatakan kesediaanya untuk menanggulangi
kesulitan permodalan maupun likuiditas bank. Letter of comfort juga
berlaku secara internasional yang antara lain diterapkan juga bagi
pihak yang mecnjadi investor bank di Inggris. Dt Indonesia, hal ini

dimintakan sebagai bagian dari pencrapan Pasal 37 ayal | yang

®Indonesia (b), Op cir, ps 22 ayat | huruf b
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menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat memcrintahkan pemegang
saham untuk menambah modal apabila bank mengalami kesulitasn
yang mcmbahayakan kelangsungan usahanya.
Letter of comfort ini merupakan kewajiban moral yang dinyatakan
secara tertulis oleh Pemegang Saham Pengendali bank uniuk selalu
bersedia membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bank
yang dimilikinya.
b. Penelitian yang berkaitan dengan sumber dana kepemilikan yang dalam hal ini
dilakukan antara lain melalui:
1. Penelitian terhadap sumber dana pemilik yang berasal dari bukan
pinjaman di Indonesia. Dalam melakukan penelitian terhadap
faktor ini maka diharapkan kepemilikan bank berasal dan modal

sendiri bersih;

2, Pcnelitian terhadap sumber dana tidak berasal dari kegiatan money
laundering. Hal ini merupakan komitmen seliap negara secara
internasional untuk mencegah perbankan digunakan sebagal
pencucian uang dari pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini Bank
Indonesia akan meminta surat pernyataan dari pemilik mengenai

sumber dananya.

Undang-undang lmenctapkan bahwa, semua pihak yang melakukan kegiatan
menghimpun dana dari masyarakal dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu
memperolch izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkereditan Rakyat dari
pimpinan Bank Indonesia. kecuali kegiatan menghimpun dana diatur dengan
Undang-undang, tersendiri'®. Bank Indonesia, menyatakan bahwa Bank Umum

hanya dapat didirikan oleh :

a. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; alau
b. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan

warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan;

** Indonesia (a), Op Cit, ps 16
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Undang-undang Bank Indonesia ini, juga telah secara tegas mengalur mengenai
kepemilikan saham Bank melalui bursa efek, dimana saham Bank dapat dimiliki
baik oleh Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Badan Hukum
Indonesia dan atau Badan Hukum Asing baik secara langsung maupun tidak
langsung. Namun demikian ketentuan perbankan mengharuskan setiap perubahan

tersebut, dilaporkan kepada Bank Indonesia"'

Untuk menentukan kepemilikan pemegang saham pengendali pada suatu Bank,
Bank Indonesia melakukan berbagai langkah antara lain melakukan seleksi
administratif terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ada.
termasuk melakukan komunikasi dengan bank sentral negara lain, apabila calon
pemilik merupakan badan hukum asing atau bank asing. Selain itu terhadap
pemcgang saham pengendali juga akan dilakukan proses wawancara dalam
rangka menjaga objektivitas proses wawancara. maka pewawancara juga
melibatkan pihak dilluar Bank Indonesia yang mempunyai reputasi baik dibidang

Perbankan.

Proses ini dikenal dengan konsep penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and
Proper Test) yang dilakukan melaluj serangkalan proses tertentu yang didahului
dengan pemeriksaan terhadap Bank untuk meneliti penyimpangan yang dilakukan
oleh calon pemegang asham pengendali, pemegang saham pengendali, pengurus

dan pejabat eksekutif bank, sampai dengan proses konfirmasi dan kepulusan
akhir.

Bagi pihak yang masith merupakan dan akan menjadi calon pengurus dan pemilik
bank maka dilakukan proscs penelitian/penyaringan berupa scleksi administratif

dan wawancara'”.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ini ditenggarai sebagai salah salu usaha

mewujudkan perbankan yang sehat, Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan

" Indonesia (a). Op Cit. ps. 27 paint b.
"*Humas Bank Indonesia. op cit. hal 4
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mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. Penilaian kemampuan dan
kepatutan oleh Bank Indonesia tidak hanya ditujukan kepada direksi dan
komisarts suatu Bank, namun ditujukan juga untuk calon pemcgang saham
pengendali suatu Bank. Dengan adanya penilaian kemampuan dan kepatutan
kepada calon pemegang saham pengendali, suatu bank tidak lepas dari
pengawasan Bank Indonesia. Selain itu dalam penerapannya, pada saal menjadi
pemegang saham pengendali dalam suatu Bank, maka Hal ini dikarenakan Bank
Indonesia dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada
Pemegang Saham Pengendali setiap waktu., apabila dianggap perlu olech Bank
Indonesia'?. Penerapan penilaian kemampuan dan kepawtan oleh BI,
dimaksudkan untuk mencapail sasaran antara lain:

1. Memastikan bahwa industri perbankan dimiliki oleh pemegang saham
pengendali yang memiliki integritas tinggi untuk pengembangan Bank
yang sehat, dan atau fidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi
atau kelompok usaha.

Memastikan bahwa Perbankan dikelola oleh Pengurus dan pejabal

10

eksekutif yang memiliki integritas tinggi dan mempunyai kompetensi yang
memadat schingga tercipta perbankan yang handal dan terpercaya
3. menyediakan informasi mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan
pemilik, pengurus serta pejabal eksekutif Bank dalam rangka pengawasan
dan pengaturan Bank.
Dengan cakupan tugas yang luas dan tanggung jawab yang besar, menurut criteria
keschatan manajemen setidaknya ada delapan unsur yang harus dipenuhi oleh

. 4
managemen Bank. antara lain:'

I. Integritas dan Kompetensi di bidang Perbankan;
2. Kepemimpinan dalam mengendalikan organisasi;

""Bank Indonesia (a), ap cit, ps 27

" Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank. (Jakarta: PT. Gramedua
Pustaka Utama, 2004}, hal 24 .
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3. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan
prinsip manajemen yang sehat;

4. Kemampuan merencanakan;

5. Kemampuan untuk menyikapi perubahan lingkungan
bisnis;

6. Kemampuan untuk menghasilkan kebijakan yang
berkualitas;

7. Tim manajemen yang berkualitas dan didukung
kaderisasi serta program suksesi

8. Kemampuan unfuk mencegah risiko dan transaksi
orang dalam (insider trading)

Karena itu, untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali suatu Bank, seseorang
tidak hanya harus melewatlu persyaratan yang ditetapkan peraturan Bank
Indonesia tetapi juga koriéislen terhadap perilakunya dalam menjaga agar Bank
letap dalam keadaan baik. Hal tersebut ditujukan agar tcrcermin itikad baik bagi
calon pemegang saham pengendali maupun pemegang saham pengendali dalam
menjalankan usahanya sehingga perbankan dapal selalu dalam keadaan sehat.
Adapun persyaratan penilaian calon dan pemegang saham pengendali, yailu

integritas dan kelayakan keuangan.

2.2.1 Persyaratan Pemegang Saham Pengendali pada Bank Umum
Bank adalah suatu lembaga kepercayaan, yang dapat diartikan bahwa
eksistensi suatu Bank sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat
terhadap Bank itu. Makin tinggi kepercayaan masyarakat, makin tinggi
kesadaran masyarakat terhadap Bank itu. Semakin tinggi kepercayaan
masyarakat, maka semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk meuyimpan
uangnya pada Bank ilu dan menggunakan jasa-jasa lain dari Bank tersebut.
Terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank, sangal
tergantung bukan saja kepada keahlian pengelolannya. namun juga
terganlung kepada integritas pengelolanya.

Terlebih dahulu perlulah dilihat syarat integritas sebagaimana dimaksud
oleh undang-undang adalzh:

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik:
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b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

¢. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan
operasional Bank yang sehat;

d.Yang termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

Masalah Penilaian ini menjadi persoalan, karcna apakah integritas dapat
diukur dan diramalkan. Jika dilihat dari waktunya, sampai seberapa jauh
indikator mengenai integritas tersebut dapat diterapkan. Untuk mengukur
hak-hal mengenai integritas hanya dapat dilihat dari track record

seseorang/pihak yang nantinya akan menjadi pemegang saham pengendali.

Adapun mekanisme tersebut penilaian kemampuan dan kepatutan
sebagaimana di tﬁangkan Peraturan Bank lndonesia Nomor 2/1/PB1/2000
mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada tanggal 14 Januari
2000."> Dengan diundangkannya peraturan ini, Pemegang Saham
Pengendali. Pengurus Bank (dalam hal ini adalah Direksi dan Komisaris)
dan Pejabat Eksekutf harus terlebih dahulu lulus tes Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan yang diadakan oleh Bank Indonesia (fir and
proper fesf). Namun Peraturan Bank Indonesia tersebut dalam
perjalanannya telah dirubah dan dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 2/23/PBI/20000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
yvang terakhir dirubah dengan Peraluran Bank Indonesia Nomor
5/25/PBI1/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatulan yang disusul
dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/15/DPNP tertanggal 31
Maret 2004. Dengan diundangkannya peraturan mengenai Penilaian dan
Kemampuan ini, maka bagi -pcngurus dan pihak-pihak yang terlibat dalam
bisnis perbankan. harus terlebih dahulu melaiui tahapan penilaian
kemampuan dan kepatutan yang diadakan Bank Indonesia. Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan dilakukan dalam rangka menilai apakah yang

'* Bank Indonesia 2/PBI/2000 (¢). Peraiuran Bank Indonesia Nomor 2/PBI2000 tentan i
Penilaivn Kemampuan dan Keparuian, PBI No. 2/23/PB1/2000, LN No.3 Tahun 2000, TLN 3922
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bersangkutan memenuhi syarat yang telah ditetapkan yang dilakukan

melalui penelitian administratif dan wawancara.

2.2.2 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan Predikat Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan dalam Test Calon Pemcgang
Saham Pengendali

Terhadap calon pemegang saham pengendali, penilaian kemampuan dan

kepatutan dilakukan untuk menilai faktor integritas dan kelayakan
kevangan dari Pemegang Saham Pengendali.'® Tahapan pemeriksaan
admintstratif bagi calon pemegang saham pengendali diantaranya

diharuskan untuk melengkapi diri dengan:

1. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon pemegang
saham pengendali disampaikan l(cpada Bank Indonesia dengan dilengkapi
persyaratan administratif. Permohonan Bank untuk memperolch
persetujuan alas calon pemegang saham pengendali disampaikan kepada
Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana
diatur dalam setelah melalui tahapan pemeriksaan administratif'’ dan
Wawancara, Bank Indonesia dapat meminté komitmen tertulis dart dalam

rangka pengembangan operasional Bank yang sehat

"“Bank Indonesia (a) . op cit, ps4

' berdasarkan Pasal 28 PBI 5/25/2003 Tahapan penilaian kemampuan dilakukan dengan
langkah-langkah:

a.
b.

C.

d.

pengumpulan informasi

peclaksanaan pemeriksaan

konfirmasi hasil penilaian sementara berdasarkan temuan pemeriksaan dengan pihak-
pihak yang dinilai: .

penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil penilaian
sementara;

pembahasan atas 1anggapan/keberatan dari pihak-pihak yang dinilai serta penyesuaian
hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia
penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada pihak-
pihak yang dinilai:

penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pembahasan
sebagaimana dimaksud dalam huruf [

pembahasan ulang terhadap tangpapan/ keberatan pihak-pihak yang dinilai oleh Bank
Indonesia;

pembahasan dan penetapan hasit penilaian oleh Bank Indonesia;

pemberitahuan hasil akhir penialain kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia
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2. Persyaralan laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank
dan Badan Hukum yang akan mengakuisisi bank, yang sckurang-
kurangnya terdiri atas laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta

penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Penilaian kemampuan dan kepatutan memberikan hasil predikat penilaian.
Penilaian tersebut ialah lulus dan tidak Iulus bagi calon pemegang saham
pengendali. Predikat Lulus dapat diberikan bila yang bersangkutan tidak
ditemukan melakukan perbuatan dan/atau mempunyal kekurangan
terhadap penilaian atas faktor penilaian kompetensi. Dengan predikat ini,
maka pihak yang berpredikat lulus tersebut bisa menjadi Pemegang Saham
Pengendali suatu Bank. Namun sewaktu-waktu pihak tersebut dapat
kembali dinilai jika Bank Indonesia menganggap hal tersebut diperlukan.
Hal tersebut adalah tentunya sangat berguna untuk menjaga integritas
pihak yang menjadi pemegang saham pengendali. Dengan menjaga

integritas maka industri perbankan dapat tetap dalam keadaan baik.

Predikat tidak lulus dapat diberikan bila yang bersangkutan ditemukan
melakukan perbuatan dan/atau mempunyai kekurangan-kekurangan yang
dianggap ringan atas faklor penilaian integritas dan faktor penilaian
kompetensi. Dengan predikat int, maka pihak tertentu tidak bisa menjadi
pemegang saham pengendali. Predikat tidak lulus dapat menimbulkan
permasalahan baru karena adanya pembatasan saham yang bisa
mengakibatkan peralihan  kepemilikan saham Bank. Karena dengan
adanya peralihan saham maka akan disertakan juga peralihan
" pengendalian kepada pihak tertentu yang akhirnya akan dinilai lulus olch
Bank Indonesia. Dalam hal ini terdapat kemungkinan calon pemegang
saham pengendali tersebut telah memiliki saham terlebih dahulu sebetum
dinyatakan memenuhi kuvalifikasi dan mengikuti penilaian kemampuan
dan kepatutan Bank Indonesia. terkait dengan hal tersebut maka calon
pemegang saham pengendali diwajibkan untuk memenuhi persyaratan

sebagai pemegang saham selambat-lambatnya dajam waktu 90 (sembiian
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puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada
Bank yang bersangkutan. Dalam hal calon pemegang saham pengendali
belum melakukan pengalihan terhadap saham dalam jangka waktu yang
lelah dilentukan tersebut, maka calon pemegang saham pengendali yang
bersangkutan dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang
saham bank, dan bank yang diambil alih sahamnya tidak diperboiehkan
mencatatl kepemilikan saham dan memberikan hak-hak sebagai pemegang

saham pengendatli'®.

2.2.3 Keputusan Final dan Kerahasiaan dalam Pcnilaian Kemampuan
dan Kepatutan

Sifat keputusan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan setelah

pemberitahuan kepada pihak-pthak yang berkepentingan bersifat final.
Yang diartikan l:;ahwa apabila keputusan tersebut tidak memuaskan pihak-
pihak yang dinilai maka yang bersangkutan tetap dapat mengajukan
banding sesuail dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Keputusan
final dalam penilaian kemampuan dan kepalutan merupakan keputusan
yang diambil secara cermal dan berhati-hati dilandasi latar belakang yang
kuat berupa bukti pendukung, baik secara ketentuan maupun aspek yuridis
yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengingat pihak-pihak yang

dinilai.

Salah satu tindak lanjul dari penilaian kemampuan dan kepatutan ini
adalah pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang tidak dapat memenuhi
atau menyelesaikan persyaralan yang telah ditentukan oleh Bank
Indonesia sesuai dengan hasil penilaian. Sanksi ini antara lain adalah
keharusan keluar dari sistem perbankan hingga jangka wakiu tertentu

tergantung dari penyimpangan yang ditemukan dalam pcnilaian.

Scdangkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan selanjutnya akan

diberitahukan oleh BI kepada pemegang saham pengendali. dan pihak-

""Bank Indonesia (a), op cit, psi3
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pihak yang dinilai. Proses dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan
bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Bl untuk keperiuan
pelaksanaan tugas pengatluran, pengawasan dan pemeriksaan Bank. Bank
dan pihak-pihak yang dinilai wajib mcrahasiakan hasil dalam penilaian
kemampuan dan kepatutan yang diberilaliukan olch Bank Indonesia.
Dalam hal Bank atau pihak-pihak lain tersebut memberitahiukan hasil
dalam penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka
segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab bank atau
pihak-pihak yang dinilai yang telah memberitahukan hasi! penilaian
tersebut.  Pihak-pihak lain yang dinilai “tidak lulus™ dapal meminta
penjelasan secara rinci dan lisan kepada Bl. Akan tetapi, penjelasan ini
tidak mengubah hasii. keputusan final penmilaian kemampuan dan

kepatutan.

2.3. Ketentuan Hak Memesan Efek Telebih Dahulu dalam
Penambahan Modal dengan mekanisme Riglit Issue

Bagi perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal, maka dalam hal
perusahaan tersebut berminat untuk melakukan penambahan modal, terikat
dengan ketentuan untuk melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(*“HMETD™). Sebelum lebih jauh membahas mengenai ketentuan right
issue maka terlebih dahulu perlulah dibahas mengenai cfek menurut
ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal,
dimana menurut Pasal ! angka efek adalah

surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga

komersial, sahdam obligasi. landa bukti hutang. unit

penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka
alas efck. dan setiap derivatil dari efek.

Penerbitan sural berharga di pasar modal dapat dilakukan dengan cara
melakukan penawaran umum, yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian,
yaitu:

2.3.1 Penawaran Umum Terbatas (Go Public atau Initial Public

offering)

Yaitu sualu perseroan lerbatas yang melakukan penawaran umum
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untuk pertama kalinya. Manfaat melakukan penawaran umum

perdana yaitu:

a.

Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima

sekaligus;

Biaya go public relatif murah;

Proscs relatif mudabh;

Pembagian dividen berdasarkan keuntungan;

Penyertaan masyarakat, biasanya tidak berminat masuk

dalam manajemen;

Perusahaan dituntut febih terbuka, sehingga hal ini dapat
memacu perusahaan untuk meningkatkan

profesionalismenya;

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut
serta memiliki saham perusahaan, schingga dapat

mengurangi kesenjangan social;

Emiten (Pihak yang melakukan Penawaran Umum) akan
lebih dikenal oleh masyarakat (go public merupakan media

promaost);

Memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan

perusahaan untuk membeli saham

2.3.2.Penawaran umum obligasi

Adalah penawarah umum efek yang bersifat hutang, sebagai

instrumen hutang atau debr securities, obligasi memiliki

beberapa karakteristik antara lain:

a. Nilai pokok Hutang.

Besarnya nilai  obligasi yang dikeluarkan sebuah

perusahaan lelah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut
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diterbitkan;
b. Memiliki Masa Jatuh Tempo.

Masa berlaku obligasi sudah ditentukan seara pasti pada
saat obligasi tersebut diterbitkan, misalnya 5 tahun, 7 tahun
dan seterusnya, jika telah melampaui masa jatuh tempo,

maka obligasi tlersebut tidak berlaku lagi;
c. Kupon Obligast.

Pendapatan utama pemegang obligasi berupa bunga yang
dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu-
wakiu yang telah ditentukan, misalnya dibayar setiap 3
bulan. atau setiap 6 bulan sekali. Besarnya kupon yang

dibayar perusahaan penerbit obligasi, dapat berui:)a:

a) kupon dengan tingkat bunga tetap., misalnya

sebesar 12 % setiap tahun;

b) Kupon dengan lingkat bunga mengambang,
artinya tingkat bunga tang diberikan tidak tetap
alau tergantung ting:kal suku bunga yang sedang
berlaku, sebagai patokan adalah SBI (Sertilikat

Bank Indonesia);

¢) Kupon dengan tlingkat suku bunga kombinasi

atau gabungan antara tetap dan mengambang,.

d) Peringkat obligasi, gambaran kemampuan bayar
pcrusahaan pencrbit  obligasi, dalam hal
pembayaran kupon dan pengembalian pokok

NI
obligasi'

"Hendy M. Fakhrudi, Ge Pubilc Straiegi Pendanaan dan Peningkatan Nifai
Perusahaan. flakarta: Gramedia, 2008) hal.35-38
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2.3.3. Penawaran Umum Terbatas (Right Issue),

Right Issue dikenal dengan nama Pepawaran Umum Hak
Memesan Efck Terlebih Dahulu yang ditawarkan baik
kepada pemegang saham mayolitas maupun pemegang
saham minoritas® , yang dimaksud dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham
yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang
bersangkutan untuk membeli efek baru sebelum ditawarkan
kepada pihak lain. Jika seseorang investor/pecmegang saham
tidak ingin menggunakan hak tersebut. maka dia dapat
menjual hak tersebut, atau dengan kala lain hak tersebut
dapat  diperjualpelikan, sehingga muncul periode
perdagangan righ( alau Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu. Masa perdagangan HMETD dimulai setelah
berakhirnya distribusi Hak Memecsan Efek Terlebih dahulu
dan berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja
dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal
distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2.4, Tujuan, Prosedur, Kctentuan Pclaksanaan Right Issue (Penawaran
Umum Terbatas)

2.4.1 Pengertian dan Tujuan Right Issue

Right atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) merupakan
surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk
menukarkannya (exercise) menjadt saham biasa. HMETD diberikan
kepada para pemegang saha, sehubungan dengan proses pengeluaran

saham baru atau yang dikenal dengan istilah Righr Isswe, kelika terjadi

* Indonesia (d) , Undang-undang Pasar Modal. UU No.8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun
1995, TLN No. 3608, ps. 82 ayat !
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Right Issue maka pemegang saham lama (existing shareholder) memiliki
hak lebih utama.lebih dahulu (pre-emptive right) atas saham baru yang
dikeluarkan perusahaan, biasanya dilawarkan dengan harga yang lebih
rendah dari harga pasar menurut perbandingan jumlah saham yang
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham lama. Skema ini bertujuan
unluk menjaga agar pemegang saham lama tidak mengalami penurunan
presentase kepemilikan (dilusi) sehubungan dengan penerbitan saham
baru, karena HMETD bersifat hak, maka pemegangnya tidak harus
melaksanakan hak tersebut. Jika pemegang HMETD tidak melaksanakan
haknya, maka ia dapat menjual hak nya tersebut di bursa pada jadwal yang
telah ditentukan, namun jika pemegang saham yang tidak melaksanakan
haknya, maka ia akan mengalami penurunan persentase kepemilikan.
Right issue (HMETD) tcrkait erat dengan Pre-emptive Right (hak yang
dimiliki oleh pemegang saham untuk mempertahankan persentase
‘kepemilikannya). Sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam 1X.D.1
tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. pada butir 2 disebutkan
bahwa :
Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan
pemawaran umum saham atau perusahaan publik
bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk
melalui penerbitan waran atau efek konversi, maka setiap
pemegang saham harus diberikan hak memesan efek

lerlebih dahulu sebanding dengan persentasc kepemilikan
mereka

Scara umum right issue ditujukan untuk memperkuat permodalan suatu
perusahaan. Dana yang dihasilkan dari adanya Right Issuc dapal .
digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya melakukan ckspansi usaha,
melunasi pembayaran utang. atan akusisi internal. [Dalam Perbankan
umumnya right issue dilakukan untuk memperkuat struktur modal dan
meningkatkan Rasio Keukupan Modal .(Cupital Adequecy Ratio). Dalam
melakukan right issue perbankan perlu diperhatikan, beberapa lembaga

yang terkail dengan pelaksanaan right issue tersebul adalah diantaranya:
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a. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal)

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995%', Bapepam menetapkan persyaratan
dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau

membatalkan efcktif nya pernyataan pendaftaran.
b. Bursa Efek Indonesia

Sebagal Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau
sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beh efek pihak-pihak

lain dengan tujuan memperdagangkan cfek diantara mereka®
c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai pihak yang
menyelenggarakan jasa penyimpanan dan penyelesaian yang memenuhi
standar internasional dengan tujuan ugar transaksi bursa berjalan teratur,

wajar, dan efisien. dengan menerapkan beberapa hal yaitu:

1) mengimplementasikan sistem penyelesaian transaksi melalui

pemindah bukuan
2) menyediakan layanan lintas batas:

3} mengimplcmentasikan rckomendasi 1OSO , delivery vs payment,

dan sikius penyelesalan transaksi yang lcbih pendek:

4) menyediakan rencana kelangsungan usaha dan fasilitas pengilangan

bencana;

5) berpartisipasi dalam pengembangan pasar modal yang likuid dan

- 23
efisien

Lembaga penunjang Pasar Modal yang terkait dengan Penawaran Umum

Terbatas yaitu:

Mndonesia (d) . Ihid , ps 5 huruf d
** Indoncsia (d), fbid, psl angka 4

“' M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2007). hal 294
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a. Biro Administrasi Efek (BAE), adalah pihak yang berdasrkan kontrak
dengan emiten melaksanakan penatatan kepemilikan efek dan pembagian

hak yang berkaitan dengan pcmbagian efek;

b. Kustodian, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan
harta lain, termasuk menerima deviden. bunga, dan hak-hak lain,
menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang

menjadi nasabahnya.

Profesi penunjang pasar modal yang terkait dengan pecnawaran umum

terbatas (right issue), yaitu:

¢. Akuntan Publik , fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka
Penawaran Terbatas adalah untuk melaksanakan pemeriksaan (audit)
berdasrkan standar audit yang ditetapkan [katan Akuntan Indonesia, dalam
hal ini tanggung jawab akuntan publik adalah membantu emiten dalam
proses emisinya. yaknl berupa penyusunan prospectus dan lapora_n
tahunan, yang menakup laporan keuangan yang diaudit, disajikan secara
jelas serta membantu emiten dalam mematuhi persyaratan mengenai
keterbukaan, dengan mengungkapkan informasi dan fakia material yang

relevan kepada masyarakat.

d. Notaris, ruang lingkup notaris dalam rangka penawaran umum terbatas,
adalah menyusun anggaran dasar para pelaku pasar modal. menyiapkan
dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas serta

membual Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut.

c. Penasihat Hukum, ruang lingkup tugas Penasihat Hukum dalam
rangka Penawaran Umum Terbatas, adalah memberikan pendapat hukum
mengenai Perseroan (Emiten) serta membantu nasabah dalam melakukan

kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Penilai, ruang lingkup lugas Penilai, adalah melakukan penilaian
terhadap aktiva letap perusahaan, menentukan nilai wajar atas suartu

aktiva emiten dan menyusun standar kerja profesi dalam rangka
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menyeragamkan metode penilaian.
Selain lembaga-lembaga yang berwenang tersebut dialas, salah satu
lembaga yang terkail dalam Right Issue pada perbankan adalah Bank
Indonesia, Bank Indonesia sebagai Bank sentral adalah institusi yang
mcrupakan lembaga negara yang bertugas membantu pemerintah terutama
dalamy menjalankan kebijakan moneter yang telah diletapkan oleh
pemerintah. Dalam konteks sistem perbankan Indonesia, maka pengaturan
dan pengawasan pada industri  perbankan diarahkan  untuk
mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. l.embaga }cepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai

lembaga penghimpun dan penyalur dana;

)

Pclaksana kebijakan moneter;

3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan
ekonomi serta pemeralaan, agar lercipta sistem perbankan yang
sehat, baik sistem perbankan menyeluruh maupun individual, dan
mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik,
berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian
nasional. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pendekatan yanyg
dilakukan dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan
berusaha (deregulasi) dan kebijakan prinsip kehati-hatian bank
(prudential banking) serta pengawasan bank yang mendorong bank
untuk melaksanakan secara konsisten kelentuan intern yang dibuat
sendirt {self regulatory banking) dalam melaksanakan kegialan

operasional dengan letap mengacu kepada prinsip kehati-hatian,

Dalam hubungannya dengan keuvangan pemernntah. Bank Indonesia
bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan kewajiban untuk
menyelenggarakan penyimpanan kas umum negara, sehingga DBank
Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Republik Indonesia. Sclain itu,
Bank Indonesia juga menyelenggarakan pemindahan uwang untuk

pemerintah dan berkewajiban membantu pemerintah dalam menempatkan
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surat-surat hutang negara™ .

Dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan
pengawasan terhadap bank, Bank Indonesia hanya berhak melakukan
pengawasan terhadap bank, dan meneniukan teniang tingkat kesehatan
dari bank® sedangkan mengenai penindakan terhadap bank yang
mengalami kesulitan dan diperkirakan akan membahayakan kelangsungan
usahanya, maka bank sentral berkcwajiban memberilahukan hal tersebut
kepada Menteri Keuangan, sebab Mcnteri Keuanganlah yang mempunyai

hak untuk mencabut izin dari bank tersebut *®

Sebagai Bank Sénlral. BI memiliki suatu tujuan. yaitu mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7 Undang-Undang Bank
Indonesia). Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu
kestabilan nilai mata vang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan
terhadap mata uvang negara lain. Aspek perlama tercermin pada
perkembangan laju inflasi, semeniara aspek kedua tercermin pada
perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran
yang harus dicapal Bank Indonesia serla batas-batas tanggung jawabnya.
Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak

dapat diukur dengan mudah.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Bark Indonesia, unluk mencapai lujuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Bank Indoncsia mempunyai tugas

sebagai berikut:

* Indonesia (e). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, UU No.13 Tahun 1968,
L.embaran Negara Tahun 1968 Nomor 40. Tambahao L.embaran Negara Nomor. 2904, Ps 34

*Indonesia (a), op cit, ps 29

*Indonesia {a) . op eit, ps.37
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a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran;

¢. Mengatur dan mengawasi bank.

Menurut pasal 8§ huruf ¢, Bank Indonesia mempunyai tugas dan mengawasi
bank. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-
Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang
menentukan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank

Indonesia.

Status Bank Indonesia baik sebapal badan hukum publik maupun badan
hukum perdata diletapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum
publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan huxum
yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh
masyarakat luas sesuat dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan
hukum perdaia. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama

sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Untuk maksud tersebut Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-
ketcntuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian?”.  Ketentuan-
ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan
untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha

perbankan, guna meweujudkan sistem perbankan yang sehat.

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia melipuli pengawasan langsung
dan tidak langsung®™ Bank Indonesia mewajibkan bank untuk

incnyampaikan laporan, kelerangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara

¥ 1bid., ps. 25

B ibid. ps 27
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yang ditetapkan Bank Indonesia, di mana hal inni dapat dilakukan terhadap
perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari
bank apabila diperlukan®™. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan
terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
Bank Indonesia dapat menugaskan pihaklain untuk dan atas nama Bank
Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.

Alasan klasik perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap industri
perbankan didasarkan pada empat pcrtimbangan wtama, yaitu:

a. Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan, terutama dalam
sistem pambayaran dan kliring;

b. Sistem perbankan merupakan suvatu sistem yang berpotensi
menimbulkan bahaya, nerkenaan dengan operasional perbankan;

c. Sifat dari perjanjian bank. Adakalanya menempatkan bank dalam
reﬁiko yang besar, salah satu contoh dalam perjanjian transaksi
derivatif terutama apabila disalahgunakan oleh pemilik bank
dengan menggunakan bank sebagat kendaraan transaksinya;

d. Moral hazard yang timbul.dari peranan perbankan sebagai the
lender of the last resort perlu diantisipasi secara terus-menerus

oleh pemerintah.

Pengertian pembinaan dan pengawasan Bank dalam penjelasan Pasal 29
UU Perbankan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah
upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang
menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan. kepengurusan. kegiatan
usaha. pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan
operasional bank. Sedangkan pengawasan adalah meliputi pengawasan
tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian.
analisis. dan evaluasi laporan bank. dan pengawasan langsung dalam bentuk
pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-lindakan perbaikan. Sejalan

dengan itu, Bank Indonesia diberi kewcnangan, tanggungjawab, dan

Pibid., ps. 28
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kewajiban secara utuh untuk malakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif
maupun represif. Di pthak lain bank wajib memiliki dan menerapkan sistem
pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksanannya proses
pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip

kehati-hatian.

Karena itu, untuk memperoleh sumber daya manusia perbankan yang
berkualitas dan mampu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakat, Bank
Indonesia perlu melakukan penilal dan kepatutan terhadap pihak-pihak
yang dinilai mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan
pengelolaan Bank. Penilaian kemampuan dan kepalutan merupakan
kegiatan atau praktek pengawasan Bank yang lazim diterapkan secara

internasional.

Penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut merupakan kegiatan yang
tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pengawasan Bank oleh Bank
Indonesia dan perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan
tcrpeliharany.;:x pengelolaan Bank oleh sumber daya manusia perbankan
yang berinlegritas, kompeten, serta memiliki kelayakan keuangan alau
reputasi keuangan yang baik. Selain memperhatikan faktor-faktor integritas,
kompetensi, serta kelayakan keuangan alau reputasi keuangan, penilaian
kemampuan dan kepatutan jupa mengandung fakior periimbangan
(judegement) yang bersumber pada data dan informasi yangd apat

diperlanggungjawabkan serta proses yang transparan.

Bank Indoncsia mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan
keberadaan Pemegang Saham Pengendali. Hal terscbut talah menentukan
barhak atau tidaknya sescorang menjadi Pemegang Saham Pengendali, lulus
atau tidaknya seseorang dalam penilaian kemampuan dan kepatuian
Pemegang Saham pengandali, dan menentukan Pemegang Saham Akhir

(Ultimate Shareholder).
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Dalam kailan proses pencabutan izin usaha bank yang merupakan upaya

represif Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dinilai tidak lagi

memenuhi prudential banking standard yang telah ditentukan, Bank

Indonesia melakukan upaya preventif dalam 2 bentuk:

[

Terhadap suatu bank yang mengalami
kesulitan yang membahayakan
kelangsungan usahanya, Bank Indonesia
sclaku otoritas perbankan di Indonesia
untuk melakukian berbagai tindakan
penyelamatan mulai  dari mewajibkan
pemegang saham untuk menambah modal,
mengpantt Dewan Komisaris dan atau
Direksi bank, memperbaiki kinerja kredit
atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah, melakukan upaya merger atau
konsolidasi dengan bank lain bahkan
sampai menyerahkan pengelolaan
sebagaian atau seluruh kegiatan usaha
bank kepada pihak lain.

Sementara terhadap terjadinya kesulitan
Perbankan yang membahayakan
perckonomian nasional. Bank Indonesia
meminta kepada Pemcrinltah setclah
berkonsultasi  kepada DewanPerwakilan
Rakyal dapat membentuk badan khusus
yang bersifat scmentara dalam rangka

penychatan Perbankan.

Dalam usaha preventif ini, Bank Indonesia berhak untuk menentukan arah

kebijakan Bank dengan mecnentukan jabatan pengurus Bank dan sehingga

dapat mengawasi pengelolaan suatu Bank. Menetukan Management

perbankan akan berujung pada akan dibawa kemana pengelolaan terhadap
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bank tersebut. Karena itulah dalam hal terdapat suatu kondisi dimana bagi
Bank yang akan berganti kedudukan pemegang sahamnya, Bank Indoncsia
berwenang untuk memberikan keputusan mengenai siapa pengegam saham
pengendali pada bank lersebut, dalam suvalz mekanisme yang dikenal
dengan it dan proper test. Mekanisme dilakukan tidak hanya kepada calon
pengurus, namun juga kepada calon pemegang saham pengendali dalam
sualu Bank.Dengan kewenangan tersebut Bank Indonesia dapat menjaga

perbankan tetap dalam keadaan yang baik.

2.4.2. Kctentuan dan prosedur Pelaksanaan Right Issue

Ketentuan yang diperlukan untuk menambah modal perseroan melalui

penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue), sebagai berikut:

2.4.2.1. Harga Peclaksanaan right issue tidak boleh lebih rendah

dari nilai nominaf®

2.4.2.2 Pengumuman oleh Perusahaan kepada para Pemegang
Saham. Dalam IX.D.1 disebutkan bahwa untuk dapat
melaksanakan RUPS dalam rangka penambahan modal dengan
HMETD. Emiten harus tclah mengajukan Pernyataan
Pendaftaran dan Dokumen Pendukungnya kepada Bapepam
dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan dalam
penawaran umum dengan HMETD sesuai dengan Peraturan
Bapepam Nomor. IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk
Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Pencrbilan Hak
Memesan Efck Terlebih  Dahulu, hal im1  merupakan
pengumuman oleh perusalhaan kepada para pemegang saham,
yang dilakukan sclambat-lambatnya 28 hari sebelum Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan, adapun

informasi yang harus disampaikan antara lain’*

“tndonesia (M, Undang-undang Perseroan Terbaias , UU No, 40 Tahun 2007, TLN
No.4736, ps 43 ayat | dan 2
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1. Nama lengkap emiten alau perusahaan publik dan alamat

kantor pusat;

2. Uraian mengenai efek yang timbul sebagai akibat dari

HMETD;
3. Tanggal RUPS;

4, Tanggal penatatan pemegang saham yang mempunyal
HMETD pada daftar pemegang saham atau nomor kupon
untuk menentukan HMETD:;

5. Tanggal terakhir dari pelaksanaan HMETD, dengan
pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada
tanggal tersebut tidak berlaku lagi dan tanggal terakhir

~ pembayaran;
6. Periode perdagangan HMETD;
7. Harga Pelaksanaan Efek;
8. Rasio HMETD atas sasham yang ada;
9. Tata cara pemesanan efek;

10. Uraian mengenai perlakuan efek yang tidak dibeli oleh

yang berhak dan HMETD dalam bentuk peahan;
11. Pernyataan mengenai tata ara pengalihan HMETD;

2. Tata cara pencrbitan dan penyampaian bukti HMETD

serta surat efek;
13. Nama bursa Lfek tempat diperdagangkannya HMETD:

14. Renana Emiten atau perusahaan publik untuk
mengcluarkan atau tidak mengeluarkan saham atau efek

lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam

*Badan Pengawas Pasar Modal IX. C.1 (b). Kepuinsan Ketua Badan Penguwas Pasar
madal Nomor KEP-113/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan
Pfendafiaran dulam Rangka Penerbitan Hak Mememesan Efek Terlebil Dahulu,
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waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif;

15.Nama lengkap pihak yang bertindak sebagai pembeli

siaga;
16. Dampak dilusi dari penerbitan efek baru;

17. Penggunaan dana hasil Penwaran Umum dengan

HMETD;
18. Ringkasan analisis dan pembahasan olch manajemen;
19. Informasi tentang prospectus dapat diperoleh®

2.4.2.3. Menyediakan prospektus bagi pemegang saham, selambat-
lambatnya 28 hari sebeluim RUPS dilaksanakan, prospektus yang
dikeluarkan adalah prospektus pendahuluan mengenai penawaran
HMETD, bentuk dan isi prospektus harus sesuai dengan Peraturan
Bapepam Nomor. IX.D.3, Lampiran keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-09/PM/2000 lenta\.ng Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi
Prospektus Dalam Rangka Penerbitan HMETD.

2.4.2.4. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham , Untuk
mempertimbangkan dan menyetujui alasan-alasan dan rencana
penawaran umum tertabatas tersebut, dengan memperhatikan kondisi
keuangan perusahaan yang telah diumumkan sebelumnya dalam
prospektus, sesuai dengan prinsip keterbukaan, hak ini sesuai dengan
Pasal 41 (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, yang menyataxan bahwa penambahan modal perusihaan

dilakukan dengan perselujuan RUPS.

2.4.2.5. Penelitian/penelaahan oleh Bapepam, sampai pcmberian
pernyataan dinyatakan efektif. Pernyataan efektif diberikan olch ketua
Bapepam. Tahap ini sangat menentukan, karena dari sinilah dapai

diketahui apakah cfck yang diterbitkan perusahaan dapat ditawarkan-

= Badan'Penpawas Pasar Moedal (b). op cit. angka 14
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kepada masyarakat sebagai pemegang saham atau tidak. Sebelum
dinyatakan efektif, Bapepam melakukan penelaahan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku terhadap dokumen-dokumen yang sekurang-
kurangnya terdiri dari Surat Pernyataan pendaflaran, prospektus, dan
dokumen lain yang diperlukan sebagal bagian dari pernyataan
pendaftaran. Pernyataan pendaftaran yang diajukan baru dapat menjadi
efektif setelah memperoleh persetujuan dan pemegang saham dalam
RUPS tentang penawaran HMETD, Setelah Pernyataan Pendaftaran
menjadi efeklif, maka emiten dapat mulai melakukan penawaran
righinya sesual dengan jadwal pelaksanaan penawaran umum terbatas

yang dicantumkan dalam pengumuman rightnya.

2.4.2.6. Harga Teoritis. Dalam pcraturan pencatatan PT. Bursa Efek
Indonesia Nomor 1-A poin V, tenlang Persyaratan Pencatatan Saham
Tambahan discbutkan harga teoritis saham hasil tindakan penerbitan
saham baru sekurang-kurangnya Rp.100,00 (seratus rupiah), kecuali
jika Perusahaan tercatat dapat meyakinkan Bursa bahwa dengan tidak
dilakukannya tindakan korporasi dapat menimbulkan pengaruh buruk
terhadap kelangsungan usaha kelangsungan tercatat. Selain itu pula
diatur pula teknis perhitungan harga teoritis, yaitu “*Harpa Teoritis
saham dihitung berdasrkan rata-rata harga penutupan saham
perusahaan yang bersangkutan selama 25 (duapuluh lima) hari Bursa
berturut-turut di pasar reguler sebelum Perusahaan tercatat melakukan
pengumuman mengenal akan dilakukannya pemanggilan RUPS yang
mengagendakan pemeahan saham, penerbitan saham bonus dan atau
saham deviden. atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas selain saham.
HMETD termasuk katcgori efek bersifat ekuitas selain saham,

sehingga ketentuan tersebut berlaku dalam penerbitan HMETD.

2.5 Harga Teoritis akibat Right Issue

Nilai dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang sah akan
berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan

Universitas Indonesia

Akibat hukum..., Indri Dwi Utami, FH Ul, 2010.



kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Scsuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Perdagangan Bursa
Efek Indonesia Nomor II.A lampiran 1I-A.1, ditentukan tata cara perhitungan

Harga Tecoritis hasil Right Issue dengan formula, sebagai berikut:

Harga Teoritis saham baru (HTSB)=(Pc x N ) + (Ps X M)

N+M
Harga Teoritis HMETD =HTSB - PS

Keterangan:

Pc: Kurs penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu diperdangkan
PS: Haga Pelaksanaan Persaham

N : Rasio Jumiah saham lama yang diperlukan untuk mendapatkan

sejumlah HMETD tertentu.

™M : Jumlah saham baru hasil pelaksanaan HMETD berdasrkan
pelaksanaan | (satu HMETD memperoleh 1 saham baru

Sesual dengan Peraturan Bapepam Nomor 1X.D.1, maka penambahan
HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan (Emiten) dan hasil penjualannya

dimasukan kedalam rekening Perusahaan.

2.3.1.Mekanisme Pelaksanaan Right issue

Emiten yang melakukan penambahan modal dengan melakukan right
issue terikat dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK

. adapun pelaksanaan HMETD tersebut. dilakukan secbagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan

scbagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2007

~b. Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD menjadi cfektif

YIndonesia (), op cit. ps.41 ayat ]
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setelah memperolch bersetujuan RUPS, sesuai dengan Peraluran
Bapepam [X.D.1 dinyatakan bahwa Pernyataan Pendaflaran yang
disyaratkan untuk dapat melaksanakan RUPS dalam rangka
penawaran dengan HMETD ini menjadi cfeklf setelah
memperoleh perselujuan dari para pemcgang saham dalam RUPS

mengenai penawaran HMETD;

c. Perusahaan wajib melaporkan hasil RUPS mengenai persetujuan
penawaran HMETD kepada Bursa Efek Indonesia dengan
melampirkan surat efektif dari Bapepam, jadwal pelaksanaan
penawaran HMETD dan prospektus. selambat-lambatnya | (satu)
hari setelah RUPS*

d. Bursa Efek Indonesia mengumumkan right issue dilantai bursa,
selambzt lambatnya hari bursa berikutnya setelah pemberitahuan

diterima oleh Bursa **

e. Cum HMETD (Tanggal terakhir perdagangan saham yang masih
mengandung hak untuk dapat memperoleh HMETD/hak rightnya)
di pasar reguler dan Pasar Negosiasi, 3 (tiga) hari bursa sebelum

tanggal penenluan para pemegang saham yang berhak
mendapaitkan HMETDY);

f. Ex HMETD (tanggal dimana perdagangan saham sudah tidak
mengandung hak untuk mendapatkan HMETD) di pasar reguler
dan pasar negosiasi, 1 (satu) hari bursa setelah cum HMETD di

Pasar Reguler;

g. Cum IIMETD dipasar Tunai, hari bursa yang sama dengan

Recording DateDalftar Pemegang Saham (DPSY,

h. Recording Date untuk memperoleh HMETD, 8 (dclapan) hari kerja

*PT. Bursa Efek Jakarta, Suraf Edara Bursa Efek Jakarta Nomor SE-D02/BEJ/N32000 |5
maret 2000

Bibid.
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setelah RUPS;

Akhir Distribusi HMETD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
setelah recording Date;

Pencatatan Efek DI bursa Efek Indonesia, Sejak awal perdagangan
HMETD:

. Awal Perdagangan , 1 (satu) hari kega setelah berakhirnya
distribust HMETD:

Akhir perdagangan HMETD, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari
kerja setelah akhir distribust HMETD dan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal distribusi HMETD berakhir;

. Awal pelaksanaan HMETD, sejak awal perdagangan HMETD;
. Akhir Pelaksanaan HMETD, setelah akhir perdagangan HMETD.;

. Awal penyerahan saham yang berasal HMETD, 2 (dua) hari kerja
setelah pelaksanaan HMETD,;

. Awal penyerahan saham yang berasal dari HMETD, 2 (dua) hari
kerja setelah pelaksanaan HMETD;

Akhir penyerahan saham yang berasal dart HMETD, 2 (dua) hari
kerja setelah pelaksanaan HMETD;

Penjatahan, diteiapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah
berakhimya pembayaran pesanan efek tambahan. Para pemegang
efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada
perusahaan untuk efek tambahan dimaksud dalam 2 (dua) hari

kerja setelah berakhirnya perdagangan HMETD:

Pengembalian kelebihan uang pesanan yang tidak terpenuhi,
ditetapkan bahwa perusahaan wajib mengembalikan uang untuk
bagian pemesanan yang tidak terpenuhi, pada dua hari kerja setelah

penjatahan.
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Setelah penjatahan HMETD selesai dilaksanakan, maka semua
dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan HMETD, termasuk
tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh perusahaan untuk jangka
waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Perusahaan wajib
menunjuk  Akuntan Publik yang terdalftar di Bapepam untuk
melakukan pemeriksaan khusus mengenai kewajaran pelaksanaan
tersebut dalam jangka waklu 30 (tiga puluh) haru sejak tanggal
penjatahan berakhir. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas
mengenai alur proses ini, maka berikut alur flow hart dari HMETD

right issue :

2.5.2. Peran Penjamin Emisi Schagai Pembeli Siaga

Sebelum melakukan penawaran terhadap efek dalam Penawaran
Umum Terbatas, Emilen perlu menunjuk pihak yang nantinya akan
menjamin efek yang akan dikeluarkannya. Menurut Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1995 -
Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat
kontrak  dengan Emilen untuk " melakukan
Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan

atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang
tidak terjual

Penjamin emisi ini merupakan lembaga yang mempunyai peran
penting pada sctiap emisi efek di Pasal Modal. Sehubungan dengan
proses penawaran saham dalam rangka pelaksanaan right issue, maka

kegiatan yang dilakukan oleh Penjamin Emisi adalah:

a. Memberi bantuan teknis kepada Emiten dalam rangka persiapan

pernyataan

b. Memberi konsultasi di bidang keuangan mengenai jumlah elek
yvang akan diterbitkan, penentuan jadwal emisi, penunjukan

lembaga penunjang dan model pendistribusian dalam rangka

'® Indonesia {d), op i1, ps | angka |7
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pelaksanaan HMETD;
c. Bersama-sama menentukan harga saham yang akan ditawarkan;
d. Memberi Jaminan terhadap efek yang diemisikan,;
e. Melakukan evaluasi terhadap kondisi perusahaan.

Melihat besarnya tanggung jawab Penjamin Emisi, maka perlu adanya
perjanjian penjaminan emisi untuk memberi penegasan berupa jaminan
apa yang akan diberikan. Perjanjian penjaminan emisi efek dapat

dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Penjaminan Emisi dengan kesanggupan penuh (fuil
commitnient), penjamin emisi berjanji untuk membeli seluruh efek
yang dikeluarkan dalam penawaran umum perdana dan menjualnya
kembali pada masyarakal dengan harza yang lebih tinggi, beratti
sebagian atau seluruh efek yang ditawarkan tersebut tidak laku
terjual, maka risiko sepenuhnya adalah tanggung jawab si

penjamin emisi.

b. Penjamin Emisi dengan kesanggupan terbaik (Best Effort
Commitment) pada bentuk ini penjamin emisi akan berusaha
sebaik mungkin untuk menjual efek yang dimiliki emiten namun
tidak mempunyai kewajiban untuk membeli efek yang tidak terjual

dan susa efek yang tidak terjual akan dikembalikan kepada emiten

¢. Penjamin Emisi dengan kesanggupan siaga (Srandby
Commitment) Penjamin emisi ini berlanggung jawab untuk
menawarkan dan menjual suatu emisi surat berharga, selain itu
juga menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak laku terjual
dengan suatu tingkal harga lertentu sesuai dengan syarat yang

diperjanjikan.”’

d. Penjamin Emisi dengan kesanggupan semua atau tidak sama

*"Lukman Nul Hakin, Penjamin Emisi Efek dalam Pasar Modal dan surat-surat
berharga, (Jakarta @ Pusal Pengkajian Hukum. 1992}, hal 91
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sekali (all or none commitment), Penjamin Emisi Efek akan
berusaha menjual semua efek, agar laku scluruhnya, tetapi apabila
efek tersebut tidak laku semuanyam maka transaksi dengan modal
yang ada dibatalkan, jadi semua efck dikembalikan kepada emiten

dan emiten tidak mendapatkan dana scdikitpun.*®

Dalam pelaksanaan Right Issue, kedudukan penjamin emisi adalah

wajib, sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Bapepam
Nomor IX.D.1, dimana **

Dalam hal perusahaan bermaksud untuk menambah

modal dalam jumlah yang telah ditetapkan, maka

sebelum  dilaksanakan  penmebitan HMETD

dimaksud, perusahaan yang bersangkutan wajib

memperoleh jaminan dari pihak tertentu untuk

- membeli efek sekurang-kurangnya pada harga -

penawaran atas efek dalam hal terdapat sisa efek
yang tidak diambil

Dalam pelaksanaan right issue. kedudukan penjamin emisi dengan
kesanggupan siaga adalah wajib dipenuhi, arlinya bila para pemegang
saham tidak menggunakan haknya berdasarkan preemptive rfight untuk
mecnambah porsi kepemilikan sahamnya, maka terhadap sisa saham yang
tidak diambil oleh pemegang yang berhak, akan diambil oleh penjamin
emisi sebagat pembeli siaga, berapapun jumlahnya, sehingga kedudukan
pembeli siaga dalam pelaksanaan right issue ini menjadi kepastian bagi
emiten dalam usahanya mencari dana. oleh sebab itu emiten tidak perlu
khawatir jika saham yang diterbitkan iidak laku terjual, sesuai dengan
perjanjian aniara Emiten dengan Pembeli Siaga, sedangkan Penjamin
Emisi Efek pada penawaran umum perdana tidak harus membeli seluruh

saham yangtidak habis terjual.

*#Nasarudin dan Indra Surya, Op Cit , hal 146

""'Bnpepam (a). up cit. angka 26
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Mengingat Pembeli Siaga merupakan pemegang saham mayoritas
perseroan/emiten, maka Pembeli Siaga mempunyat hubungan afiliasi
dengan perseroan/emiten, sebagaimana didefinisikan dalam UU No.§
Tahun 1995, yang menyatakan bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek
ditunjuk oleh Emiten.! Pembeli Siaga menyatakan memiliki kesediaan
dana dan kesanggupan untuk membeli sisa saham yang tidak diambil
bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD.

2.6. Studi Kasus tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan pada
Penawaran Terbatas dengan HMETD PT. Bank X

PT. Bank X adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan- berdasarkan hukum di
Indonesia, Perseroan didirikan dengan nama PT. X INTERNATIONAL BANK
(“untuk selanjutnya disebut dengan PT. Bank X7), berkedudukan di Jakarta,
berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 11 September 1992 yang dibuat di
hadapan Sugiri Kadarisman, S.H.. Notaris di Jakarla dan telah mendapatkan
persetujuan dart Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
No. C2-9246.H1.01.01TH’92 tanggal 10 Nopember 1992, dan telah didaftarkan
dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah
No. 1234/1992 tanggal 26 Nopember 1992, serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1992, Tambahan No.
6651 (untuk selanjutnya disebut “Akta Pendirian”). Akta pendinian tersebut
telah beberapa kali mengalami perubahan yang perubahan terakhirnya Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam
Akla No. 28 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi,
S.H.. Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 28/2008). '

Anggaran Dasar PT. Bank X terakhir (elah mengalami perubahan dan
penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 serta meningkatkan
modal ditempatkan Perseroan dari semula scbesar Rp. 81.375.000.000,00
perubahan dan {(delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta

Rupiah) menjadi sebesar Rp 85.375.000.000,00 (delapan puluh lima milyar tiga

! Indonesia (b), op cir, ps 72
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ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), dan modal disetor dari semula sebesar Rp

81.375.000.000,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta
Rupiah) menjadi sebesar Rp 85.375.000.000,00 (delapan puluh lima milyar tiga
ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahuiu.

Peningkatan modal tanpa Hak Memesan Terlebth Dahulu tersebut baru dapat

dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2008. Adapun struktur permodalan dan

susunan pemegang saham Direksi dan perseroan terakhir berdasarkan Akta

No.28/2008, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar

Modal Dilemp;alkan

Modal Diselor

: Rp 199.000.000.000,00 (seratus

sembilan puluh sembilan milyar
Rupiah)  yang terdiri atas
1.990.000.000 (satu milyar
sembilan ratus sembilan puluh
juta) lembar saham dengan nilai
nominal Rp 100,00 (seratus
Rupiah) per lembar saham

: Rp 85.375.000.000,00 (delapan

puluh lima milyar tiga ratus tujuh
puluh iima juta Rupiah) terdiri atas
853.750.000 (delapan ratus lima
puluh tiga juta tujuh ratus lima
puluh ribu) lembar saham dengan
nilai nominal Rp 100,00 (seratus

Rupiah) per lembar saham.

: Sebesar 100% (seratus persen) dari

modal ditempatkan atau
seluruhnya - berjumlah Rp

85.375.000.000,00 (delapan puluh
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lima milyar tiga ratus tujuh puluh
lima juta Rupiah), terbagi atas
853.750.000 (delapan ratus lima
puluh tiga juta lujuh ratus lima
puluh ribu) lembar saham dengan
nilai nominal Rp 100,00 (seratus

Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Akta No. 28/2008. seluruh modal ditempatkan, yaitu sebesar
Rp 85.375.000.000.00 (delapan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh
lima juta Rupiah) tclah disetor penuh dengan sebagaimana mestinya
kepada Perseroan. Sesuai dengan perubahan ‘susunan permodalan diatas,

susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.1
NILAX
No. | NAMA ‘;KMLAH NOMINAL E;ERSENTASE
Al (RUPIAH) °

. [ Tuan A 432.500.000 | 43:250.000.000 | 50 o
2. |NyonyaB |123.750.000 |12.375.000.000 |,
3. |[NyonyaC | 40.600.000 | 4.060.000.000 |,
4" [NyonyaD (40600000 |4.060.000.000 |, .
5. | TuanE 39265000 |3.926.500000 |, o
6. [Masyarakat | 177.035.000 | 17.703.500.000 |,

TOTAL | 853.750.000 | 85.375.000.000 | 100

2.6.1  Dart keseluruhan pemegang saham PT. Bank X terscbut, dikctahui
bahwa 79.26% dari seluruh saham perseroan tersebut adalah milik

ketuarga “A”. Dengan demikian hanya 20.75 % saja darni saham

Universitas indonesia

Akibat hukum..., Indri_Dwi Utami, FH Ul, 2010.



[

)

tersebut yang dimiliki oleh masyarakat. PT. Bank x diketahui dari

Pasal 3 Angpgaran Dasarnya adalah Bank yang memiliki maksud

dan tujuan Maksud dan tujuan Perscroan ialah di bidang perbankan

sesuat dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang

berlaku;

Untuk mencapai maksud dan tujuan terscbut, Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha scbagai berikut:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,

tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersemakan

dengan itu:
b. menerbitkan surat pengakuan hutang;
c. membeli. menjual atau menjamin atas resiko sendiri

maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

(1)

(1)

(i)

(iv)
(v)

(vi)

surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi
oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama
daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat

dimaksud;

surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya
vang masa berlakunya tidak lebih lama dari

kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

Surat Berharga Pemerintah dan Surat Jaminan

Pemerintah:

Sertifikal Bank Indonesia (SBI):
obligasi;

surat dagang berjangka waktu:
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(vil)  instrumen sural berharga lain yang berjangka waktu;

memberikan kredit;

menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun
uniuk kepentingan nasabah;

menjual agunan melalul atau tanpa pelelangan baik seluruh
maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi
kewajibannya kepada Perseroan:

membeli agunan melalui atau tanpa pelelangan baik seluruh
maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi
kewajibannya kepada Perseroan

melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau
perusahaan lain dibidang keuangan maupun di bidang lain.
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
pemndang~undaném yang berlaku;

melakukan kegiatan penyerizan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegapalan kredit;

memindahkan uang baik untuk kepentingan sendini maupun
untuk kepentingan nasabah;

menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga:
menycdiakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga;

melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak:
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melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di
Bursa Efek;

melakukan kegialan anjak piutang, usaha kartu kredit dan
kegiatan Wali Amanat;

melakukan kegiatan dalam Valuta Asing;

bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana
Pensiun:

melakukan kegilatan lain yang lazim dilakukan oleh bank

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.

Dari maksud dan tujuan Perseroan tersebul, dalam menjalankan kegiatan

usahanya diketahui bahwa PT. Bank X berdasarkan Laporan Keuangan

Publikasi posisi 30 September 2009. 30 September 2008, 30 September

2007 dan 30 September 2006, telah melakukan pelanggaran Batas

Mintmum Pemberian Kredil

baik kepada pihak yang mempunyai

hubungan istimewa maupun pihak Kkeliga. yang-ditunjukkan dengan

perscntase berikut:

Tabel 2.2

Persentase 2009 30 Sep | 30 Sep | 30 Sep
Pelanggamn BMPK Sep Jul Jun 08 07 06
Pihak Terkail 18.99 - - - - -

%
Pihak Tidak Terkait 0,79% | - - - - -
Persentase
Pelampauan BMPK
Pihak Terkait - - - - - -
Pihak Tidak Terkail 0,00% | - 1,02% | 141% |- -

Adapun Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 lentang Batas Minimum
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Pemberian Kredit Bank Umum, dimana Batas Minimum Pemberian Kredit
(“*BMPK™) diartikan sebagai persentase minimum penyediaan dana yang
diperkenankan terhadap modal Bank®. Adapun BMPK kepada pihak yang
mempunyai hubungan isttimewa ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh
persen) dari modal bank, dan BMPK kepada 1 kelompok peminjam yang
bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan
paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal bank®. Pihak terkait
dalam hal mi diartikan sebapgail perserorangan atau perusahaan/ badan
yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik seara
langsung maupunn tidak langsung melalui hubungan kepemilikan,

kepengurusan dan atan kevangan’.

"Sementara itu menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008
tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum. bank-bank diwajibkan untuk memenuhi rasio

kewajiban penyediaan modal atau Capital Adeguacy Ratio (CAR) sebesar
minimum 8% (delapan persen)’ dari aset tertimbang menurut resiko.
Adapun rasio kewajiban penyediaan modal minimum Perseroan dengan
memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar berdasarkan Laporan
Keuangan PT. Bank X pcr tanggal 30 Sepltember 2009 dan 2008 adalah

sebagai berikut:

* Bank Indonesia (c). Peraturan Bank Imdonesic Nomor 7/3/PBI2005 fenfang Batas

Maksintum Pemberian Kredit Bank Unian. PBF 773/PBI2003, LN ‘Tahun 2003 Nomor 15 TLN
Nomor 4472, ps | angka 2

Ibid. ps 11 ayat |
*ibid. ps 1 angka 5

*Bank Indonesia (d). Peraturan Bank Indonmesia Nomor 10/ 15 /PBY/ 2008 lentang

Kewajiban Penyediaan Minimum Modal Bank Umum, PBI No.13/PBI1/2008. LN Tahun 2008
Nomor 135, TLN No 4895, ps 2 ayal |
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Tabel 2.3
Keterangan 2009 2008

Rasio kewajiban Dengan 11,75% 9,26%
penycdiaan modal memperhitungkan
minimum risiko kredit

Dengan 11,75% 9.26%

memperhitungkan

risiko kredit dan

risiko pasar
Aktiva Tetap terhadap 104,86% 105,91%
modal

Berdasarkan perhitungan rasio-rasio keuangan PT. Bank X posisi tanggal
31 Desember 2009, rasio kewajiban penyediaan modal Perseéroan adalah
sebesar 10,49% (sepuluh koma empat puluh sembilan iaersen). Dalam
penentuan penyisihan kerugian penghapusan dan kualitas aktiva,
Perseroan telah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Peraluran Bank
Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia

No. 9/6/2007°.

Tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan per tanggal 30
September 2009 berdasarkan data yg tersedia dalam Laporan Keuangan 30
September 2009 adalah sebagai berikut:

. Aktiva Produkiil Bermasalah : sebesar 22.79%
2. PPA Produktf Terhadap Aktiva Produktif : sebesar 3,21%

3. Pemenchan PPA Produkuf : sebesar 97.32%
4. Pemcnuhan PPA Non Produktif : sebesar 100.00%
5. NPL - Gross : sebesar 24,89%

“ Bank Indonesia (). Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI Ne.7/2/PB1/2005, LN Tahun 2005 Nomor 12, TLN No.447|
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6. NPL - Net : secbesar 22,16%

Tingkat kolektibilitas kredit berdasarkan laporan yang diberikan oleh
Perseroan per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

1. Aktiva Produktif Bermasalah 1 sebesar 23,11%
2. PPA Produktif Terhadap Aktiva Produktif : sebesar 8,35%
3. Pemenuhan PPA Produkitif : sebesar 95.65%

Kelerangan:

PPA : adalah cadangan yang harus dibentuk schbesar persentase
“tertentu berdasarkan kualitas Aktiva.
NPL : Non Performing Loan I Kredit Tidak Tertagih

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PB1/2004 tentang Tindak Lanjut
Pengawasan dan Penctapan Stalus Bank’, suatu bank dinilai memiliki potensi
kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sehingga
ditempatkan dalam pengawasan intensif Bl apabila bank tersebul antara lain
memiliki kredit bermasalah (non-performing loan) secara netto lebih dari 5%
(lima persen) dari lotal kredit. Rasio NPL (netto) PT. Bank X adalah sebagai

berikut®:

Tabel 2.4
Posisi Tanggal Besaran NPL
30 September 2009 22,16 %
30 November 2069 27.58 %
31 Desember 2009 27,91 %

"Bank Indonesia () . Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PB1/2004 temtang Tindak [Lanju
Penpawasan dan Penetapan Status Bank. PBI No.6/9/PBL1/2004 | LN Tahun 2004 Nomor 33. TLN
Nomor 4378

“Ihid. ps 2 ayat 2 angka g
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Sementara itu Perhitungan Giro Wajib Minimum (“GWM™} terakhir PT. Bank X
untuk periode {1 § — t5 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Rata-rata DP 111 :1,307,512.00
GWM yang harus dipenuhi  : 24-31 Descmber 2009
GWM Utama (5.00%) : 63,375.60

GWM Sekunder (2.50%)  : 32,687.80

Tabel 2.5
GWM Sekunder Porsentase
Tanggal GIRO Excess SBI/SUN GCWM GWM
Di Bank | Reserve Utama Sekunder
Indonesia | (Giro di
BI-
GWM
Utama)
24 Dec 09 67,13523 | 1,759.63 | 150,532.49 | 5.13% 11.65%
28 Dec 09 66,529.38 | 1,153.78 | 150,623.70 | 5.09% 11.61%
29 Dec 09 66,985.69 | 161009 [ 160.154.59 | 5.12% 12.37%
30 Dec 09 67,178.69 | 1,803.09 | 160,171.43 | 5.14% 12.39%
31 Dec 09 67,526.64 | 2,151.4 160,194.27 | 5.16% 12.43%

Berdasarkan Surat dari BI No. 11/262/DPM tanggal 20 November 2009
kepada PT. Bank X, Bl menyatakan bahwa pada tanggal 18 November
2009 BI telah membatalkan penyelesaian transaksi penjualan SBI secara
Repo (first leg) sebesar Rp. 13,000 juta (tiga belas milyar rupiah) yang
disebabkan olch tidak tersedianya surat berharga yang PT. Bank X

agunkan.

Perhitungan GWM Rupiah saldo harian Rekening Giro PT. Bank X pada
BI mulai tanggal } November sampai dengan 7 November 2009 diketahui
Rekening Giro PT. Bank X mengalami kekurangan scbesar Rp 12,368.79
juta {dua belas milyar tiga ratus enam puluh delapan koma (ujuh puluh
sembilan juta Rupiah) dari jumlah GWM yang seharusnya dipelihara yaito
sebesar Rp 56.644.36 juta (lima puluh enam milyar enam ratus empat

puluh empat koma tiga puluh enam jula Rupiah). Lebih lanjut dalam surat
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tersebut, BI menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Bank
Indonesia No. 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka sebagaimana
diubah terakhir kalinya melalui Peraturan Bank Indonesia No.
10/14/PBI/2008 dan Surat Edaran No. 10/2/DPM tentang Operasi Pasar
Terbuka’, maka atas pelanggaran tersebul, PT. Bank X dikenai sanksi
kewajiban membayar denda sebesar Rp 13,000,000.00 (tiga belas juta
Rupiah) yang dibebankan pada rekening giro Rupiah PT. Bank X. Melalui
surat lersebut Bl menyatakan bahwa PT. Bank X telah dikenakan sanksi
sebanyak 1 (satu) kali sejak tanggal 19 November 2009. Apabila PT. Bank
X dikenakan sanksi tertulis sebanyak 3 (liga) kali karena pembatalan
transaksi Operasi Pasar Terbuka dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, maka
PT. Bank X dapat dikenakan sanksi penghentian untuk mengikuti kegiatan

Operasi Pasar Terbuka.

2.7. Rencana penambahan modal PT. Bank X melalui Right Issue
dengan HMETD oleh PT. Y

PT. Yadalah suatu perseroan lerbatas yang bergerak di bidang perusahaan
Investasi. yang bermaksud untuk melakukan pengambilalihan saham PT.
Bank X dengan melalui mekanisme penawaran umum terbatas untuk
pertama kalinya dengan HMETD. HMETD yang dilakvkan oleh PT. Bank
X tersebul direncanakan untuk nilai sebesar 5.122.500.000 (lima milyar
seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama baru.
Adapun berdasarkan penjclasan diatas PT. Bank X telah melangpar Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Capital Adequacy Ratio (CAR),
Kolektibilitas Kredit, dan Non Performing Loan (NPL) sehingga
membutuhkan tambahan dana baru dari Investor yang berguna tidak saja
untuk menaikan CAR Perseroan namun juga, dalam perkembangannya

untuk pengembangan Bank kedalam langkah yang lebih baik.

"Bank Indonesia ( g). Peratwran bank Indonesia Nomor W/ 14/PBE2008  tentang
Perubahan Keempat aias Peraturan Bunk Indonesia Nomor PBIA/2002 rentang Operasi Pasar
Terbuka, PBI 10/14/PBI/2008, LN Tahun 2008 Nomor 131, TLN Nomor 489
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Dalam melakukan penambahan modal melalui mekanisme Right Issue ini,
dan dengan dikeluarkannya hak sebesar 5.122.500.000 (lima milyar seratus
dua puluh dua juta lima ratus ribu) oleh PT.Bank X, maka investor seclain
dari pemegang saham yang telah ada sebelumnya (existing shareholder)
yang berminat untuk memiliki sejumlah saham tersebut, akan menjadi
pemegang saham pengendali dalam perseroan. Dengan adanya investor
selain dari existing sharcholder tersebut akan membawa  dampak

terdilusinya kepemilikan pemegang saham yang telah ada sebelumnya.

Namun demikian, sebagaimana dijelaskan didalam pokok bahasan III.2
tentang Prosedur dan pelaksanaan HMETD, HMETD adalah hak yang
melekat pada saham dan diberikan oleh Undang-undang baik undang-
undang Perseroan Terbatas maupun ketentuan perundangan di bidang
Pasar Modal kepada existing shareholder demi terjaganya prosent
kepemilikan saham yang dimiilikinya didalam perseroan. Sebagaimana
diatur didalam Peraturan 1X.D.] pemilik HMETD ini diberikan hak oleh
Undang-undang untuk menggunakan HMETD yang dimilikinya atas

saham maupun mengalihkannya kepada pihak ketiga'’.

Terkait dengan kepemilikan saham pada penawaran umum terbatas
HMETD PT. Bank X, pihak yang berminat untuk memiliki saham tersebul
harus memastikan bahwa scluruh ketentuan Penawaran Terbatas
sebagaimana dimaksudkan didalam Peraturan IX.D.1 tclah ditalui dan
bahwa tidak ada satupun existing sharcholder yang mengpunakan haknya.
Adapun proses tersebul sebagaimana diuraikan didalam I1.3.5 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Right Issue. Dan seara garis besar dapat dibagi
menjadi tiga bagian yailu: |

a. Masa Persiapan. pada masa persiapan dilakukannya Penawaran

Umum Terbatas oleh PT. Bank X yaitu dengan melakukan:

' Badan Pengawas Pasar Modal (a). op cif, angka 11
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1) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(*RUPS LB”) ,
dimana RUPS LB dilakukan guna mendapatkan persetujuan
dari Pemcgang saham . Dalam hal pelaksanaan RUPS LB
tersebut untuk PT. Bank X berdasarkan Anggaran Dasar nya

berlaku ketentuan Rapat Pertamas

Kuorum: dihadin lebih dari % (salu per dua) bagtian
dart jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan oleh Perseroan

Keputusan:  disetujui lebih dari 2 (satu per dua) bagian
dari selurub suara dengan hak suara yang
hadir dalam rapat

Rapat Kedua:

Kuorum: dihadiri lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan oleh Perseroan

Keputusan:  disetujui lebih dari %2 (satu per dua) bagian
dari seluruh suara dengan hak suara yang
hadir dalam rapat

Rapal Keliga:

Kuorum: ditctapkan oleh Ketua Bappepam dan LK

Keputusan:  ditetapkan oleh Ketua Bappepam dan LK

2) Pernyataan Pendaftaran oleh Bapepam yang disyaratkan uniuk
dapal melaksanakan RUPS dalam rangka penawaran dengan
HMETD ini menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan
ddri para pemegang saham dalam RUPS mengenai penawaran
HMETD

3) Pengumuman dan pemberitahuan kepada bursa, mengenat

rencana HMETD PT. Bank X

b. Masa Perdagangan, HMETD kepada para pemegang saham yang

dilakukan di lantai bursa, pada masa ini maka akan dilakukan
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;:;erdagangan saham dengan HMETD kepada para pemgang saham,
pemesanan, penjatahan dan juga pcngembalian uvang kclebihan atas
pesanan yang tidak terpenthi

¢. Masa Setelah Berakhirnya Perdagangan, Pencatatan di bursa efek,
dan juga pelaksanaan hak dari pembeli siaga, dalam hal terdapat hak
yang tidak terpenuhi.

Bagi PT. Y pelaksanaan pembelian HMETD tersebut, hanya dapat

dilakukan setelah seluruh pemepang saham vyang ada lelah menolak

melaksanakan haknya . Dalam hal ini, rencana PT. Y untuk mengambil

alih saham PT. Bank X tersebul dengan mekanisme penawaran terbatas
HMETD, dapat terlaksana. Apabila seluruh saham yang dikeluarkan oleh
PT. Bank X akan diambi] oleh PT. Y'!, maka PT. Y tersebut akan menjadi
pemcpang saham pengendali dalam perseroan dan sabham lainnya akan
otomatis menjadi terdilust. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih
menyeluruh mengenai mekanisme penawaran terbatas right issue tersebut,
maka dapat diperhatikan diagram Time Line dari PT. Bank X tersebut.
Dimana dalam Time Line ini menjabarkan juga mengenai juga yang
mengambarkaﬁ mengenai mekanisme penawaran terbatas dengan HMETD

dan juga pengambilalthan (akuisisi).

"'Berdasarkan wawancara tertanggal 2 Februari 2010, kepada nara sumber bapak Mulli
Asmawidjaja dan Bapak Jadi Haposan Manurung dari Bagian Hukum Badan Penanaman Modal
dan Lembaga Kevangan, PT. Y dapat membeli seluruh sisa efek yang tidak di gunakan olch
existing shareholder PT. Bank X
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Dari time line tersebut, dapat diketahui bahwa bagl Bank yang terdaftar di
bursa, maka persetujuan yang dibutuhkan tidak saja hanya persetujuan dari
Bapepam dan LK namun juga perlu terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dart  Bank Indonesia mengenai rencana Bank melakukan
penambahan modal tersebut. Mengenai hal tersebut PT. Bank X perlu
melaporkan renana penambahan modalnya melalui Laporan Pengawasan

Rencana Bisnis Perseroan.

PT. Bank X perlu mendapatkan persetujuan dari BI terlebih dahulu, sebelum
semua proses dalam pelaksanaan penawaran terbatas dengan HMETD
tersebut dilaksanakan. Persetujuan Bapepam dan LK diberikan setelah
rencana penawaran umum terbatas tersebut disetujui oleh Bank Indonesia'.
Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, maka terhadap calon _pemegang
saham pengendali, terlebih dahulu akan dilakukan penilaian Kemampuan dan
Kepatutan.

2.8. Akibat Hukum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi_calon
pemegang Saham Pengendali PT. Bank X pada Penawaran Terbatas
dengan HMETD

Sebelum melakukan proses Penawaran terbaias dengan HMETD, bagi pihak
PT. Y, perlu terfebih dahulu mengajukan proses sebagai calon pemegang
saham pengendali kepada Bank Indonesia. Melalui mekanisme penilaian
kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali dalam

rangka penawaran terbatas ini, sebagaimana diuraikan didalam Surat Edaran

'Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber yeitu Bapak Mufli Asmawidjoja dan
Bapak Jadi Haposan Manurung dan Bagian Hukum Badan Penanaman Modal dan Lembaga Kcuangan
peda tanggal 4 Februari 2010, dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan Pernyataan Pendaftaran
lerhadap perseroan, Bopepam dan LK akan melibal persetujuan dari Bank Indonesia terkail dengan
Penawaran lerbatas ini. maka apobila Bank Indonesia merasa dokumen yang discrabkan dalam rangka
pernyataan pendaftaran cfektifl belum lengkap, maka Sural Efekul tidak aken dikeluarkan oleh
Bapepam,
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Nomor 6/15/DPNP tertanggal 31 Maret 2004 Perihal Kemampuan Dan
Kepatutan, kepada semua Bank Umum di Indonesia, akan dilakukan proses
wawancana dan seleksi administratif. Bagi PT. Y, penilaian kemampuan dan
kepatutan tersebut perlu diajukan kepada Bank Indonesia sebelum
dilaksanakan penawaran umum terbatas HMETD. Namun demikian,
sekiranya pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut
dilakukan bersamaan dengan proses Penawaran Terbatas HMETD, maka
pada saat pembeli siaga tersebut melaksanakan haknya, dikarenakan seluruh
existing shareholder telah menolak menggunakan haknya, calon pemegang
saham pengendali tersebut, harus telah mendapatkan persetujuan dari Bank

Indonesia.

Persyaratan Administratif bagi calon pemegang saham pengendali tersebut-
disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan
administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut
diatas dan ketentuan lain yang mengatur tentang persyaratan pemegang saham
bank, yaitu :

a. Surat Keputusan Dircksi Bank Indonesia Nomor
32/37/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999 tentang Persyaratan
dan Tata cara pembukaan kantor abang, kantor abang
pembantu, dan kanior perwakilan dari Bank yang
berkedudukan di Luar Negeri,

b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
32/50/KEP/DIR tangpal 14 Mei 1999 tentang persyaratan
dan tata ara pembelian saham bank umum:;

c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan

dan Tata cara Merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum;
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d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27
Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank
Umum Konvensional menjadi Bank Umum Konvensional
Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syarizh dan
Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh

Bank Umum Konvensional;

Selain dokumen administratif, calon pemegang saham pengendali juga dibebani
dengan kewajiban menyerahkan laporan keuangan perusahaannya yaitu laporan
keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan menyerahkan lampiran dafiar isian
(lampiran 3). Pada prakteknya, Bapepam dan LK bersama dengan Bank Indonesia
saling memberikan persetujuan satu dan lainnya. Sebagaimana disebut diatas
. Bank Indonesia berperan sebagai lembaga yang mengawasi jalannya perbankan di
Indonesia sehingga persetujuan dari Bank Indonesia perlu terlebih dahulu
didapatkan terutama persetujuan menjalankan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu bagi calon pemegang saham pengendali .

PT. Y, pada prakteknya telah mengadakan Perjanjian Pengalihan Pemegang
Saham Pengendali, dimana didalam Perjanjian tersebut diperjanjikan kelak para
pemegang saham pengendali PT. Bank X akan mengalihkan seluruh hak HMETD
yang dimiliknya kepada PT. Y. Karenanya dari saat pendaftaran penawaran
umum terbatas HMETD, PT. Y, selayaknya telah mengajukan permohonan
kepada Bank Indonesia perihal permintaan tes kelayakan dan kepatutan bagi
calon pemegang saham pengendali tersebut. Adapun Mekanisme Tes kemampuan
dan kelayakan dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diuraikan didalam Sub
Bab II diatas.

Sebelum memasuki tahapan perawaran terbatas dengan HMETD, sebelumnya

PT.Y Advisor telah mengadakan perjanjian dengan para pemegang saham
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pengendali PT. Bank X, terkait dengan pelaksanaan penawaran terbatas HMETD
tersebut. Didalam konsep Perjanjian Pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu antara PT. Ydengan pemegang saham PT. Bank X, diketahui bahwa para
pemegang saham pengendali telah menyerahkan seluruh HMETD yang
dimilikinya dalam penawaran terbatas right issue ini kepada PT. Y Dengan
perjanjian ini, maka hak pemegang saham pengendali terhadap saham yaitu .
HMETD, sebagaimana dimaksud dalam IX.D.1 dan Undang-undang Perseroan
Terbatas® telah dilepaskan kepada PT. Y. Karenanya perlulah terlebih dahulu di
analisa mengenai keabsahan dari Perjanjian Pengalihan HMETD tersebut.
Perjanjian HMETD antara PT. Y dengan PT. Bank X telah dilaksanakan sesuai
dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dinyatakan
bahwa suatu syarat sahnya perjanjian adalah’ :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu

4. suatu sebab yang halal

Sepakat adalah apabila perjanjian tersebut, dilaksanakan tanpa kelhilafan, atau
diperolehnya berdasakan paksaaan alau penipuan. Kekhilafam tidak
mengakibatkan batalnya suatu perjanjian sclain apabila kekhilafan itu terjadi

mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian®.

*Bapepam dan LK (a ) ,op cit, angka | jo Indonesia (F), op cif. ps 37

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata [burgerlijk welbock]. Diterjemahkan oteh Prof. R.
Soebeklti . Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990. ps 1320

*Ibid., ps 1321
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Kecapakan mengenai suatu perjanjian adalah persyaratan yang ditetapkan oleh
undang-undang dimana orang-orang yang masuk didalam, crang yang dinyatakan

tidak cakap menurut undang-undang adalah sebagai berikut’:
a. belum dewasa
b. dibawah pengampuan
c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang.

Perjanjian ini dapat dikatakan bahwa telah memenuhi empat klausula dari perjanjian
diatas, karena telah dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana
dimaksud diatas. Kedua syarat tersebut diatas dikenal dengan syarat subjektif dari
perjanjian dimana tidak dipenuhinya keempat syarat tersebut membuat suatu

perjanjian menjadi dapat dibatalkan .

Bagi suatu perjanjian juga dipersyaratkan untuk memenuhi syarat suatu hal terteni,
dimana hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjad:
pokok suatu peranjian®. Setidaknya barang-barang tersebut dapat ditentukan
jenisnya. Sementara causa yang halal merujuk pada menyatakan bahwa suatu
perjanjian yang dibuat karena suatu causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai
kekuatan. Suatu sebab dinyatakan (idak halal apabila dilarang oleh undang-undang,
alau apabila berlawanan dengan ketertiban umum. Dengan demikian, apabila suatu
perjanjian fidak memenuhi kedua syarat terakhir ini, maka perjanjian tersebut
dianggap telah syarat objeklif dan dapat dibatalkan. Adapun perjanjian pengalihan
HMETD antara pemegang Saham pengendali PT. Bank X dengan PT. Yini dapat
dikatakan telah memenuhi keempal syarat sahnya perjanjian dan telah memenuhi

syaral subjeklif dan objektif dari perjanjian. Dimana didalam perjanjian tersebut,

* ibid.. ps 1330
“ibid.. ps 1333
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telah dilaksanakan bedasarkan kesepakatan diantara para pihak dan dilakukan oleh
pihak yang berwenang dari Bank’ maupun pemegang saham pengendali PT. Bank X.
Syarat Objektif dari Perjanjian telah dipenuhi dimana perjanjian ini memperjanjikan
mengenai pengalihan HMETD dari pemegang saham pengendali kepada PT.Y
Advisor dimana perjanjian ini tidak melanggar kesusilaan maupun undang-undang.
Dengan demikian keabsahan dari perjanjian ini, menyebabkan perjanjian ini dapat
dilaksanakan dan berlaku bagi para pihak seperti Undang-undang dan tidak dapat
ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak®. Dengan demikian, suatu
perjanjian yang berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi para pihaknya sah
mengikat kedua belah pihak yaitu PT. Ydan para pemegang saham pengendali PT.
Bank X.

Namun demikian perlu disadari bahwa perjanjian diantara pemegang saham
pengendali PT. Bank X dengan PT. Yini pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang
mengikatkan diri pada suvatu keadaan terttentu. Suatu perikatan dengan keadaan
tertentu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai perikatan

bersyarat. Perikatan Bersyarat adalah’:

....... suatu perikatan yang digantungkan pada suaftu
peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum
tentu akan terjadi, baik seara menangguhkan perikatan
hingga terjadinya peristiwa semaam itu, maupun secara
membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak
terjadinya peristiwa tersebut

’Bagi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka suatu perjanjian tersebut menjadi sah
apabila dijalankan oleh direktur nya, maupun kuasa dari direktur tersebut, sebagaimana dinyatakan
dengan surat kuasa yang dibuat baik dibawah tangan maupun secara notariil (Sebagaimana dijelaskan
pada pasal 92 Undang-undang Perseroan Terbatas)

Yibid., ps 1338 paragraph |

’Kitab Undang-undang Hukum Perdata, op cir, ps 1253
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Adapun perikatan bersyarat dinyatakan sah, karena digantungkan pada suatu keadaan
dengan waktu yang tidak ditentukan'®. Keadaan dimaksud adalah Right Issue yang
akan dilakukan PT. Bank X dalam rangka melakukan penambahan modal. Didalam
Perjanjian Pengalthan HMETD tersebut, disebutkan bahwa para pemegang saham
PT. Bank X menyatakan menyetujui tanpa kecuali untuk mengalihkan seluruh
HMETD yang akan diperolehnya sehubungan dengan akan dilaksanakannya
Penawaran Umum Terbatas I kepada PT. Y (atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT.
Y).

Dengan demikian perjanjian ini tidak digantungkan dengém suatu keadaan apapun,
namun dengan efektifnya perjanjian int dapat dikatakan bahwa seluruvh pemegang

saham PT. Bank X telah menyerahkan hak nya pada saham kepada PT. Y.

Dengan menganalisa perjanjian tersebut, sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan
dasar dari pejanjian pengalihan HMETD tersebut adalah untuk mengalihkan seluruh
saham yang dikeluarkan oleh PT. Bank X sehingga PT. Y dapat memiliki saham
tersebut, dan terhindar dari kewajiban untuk melakukan tender offer sebagaimana

diatur dalam ketentuan dibidang pasar modal.

Dari analisa tersebul, maka perlulah dilihat bahwa ketentuan pengalihan kepemilikan
saham dalam suatu bank tidak hanya terikat pada ketentuan dibidang pasar modal
semata, karena untuk menduduki posisi sebagai pemegang saham pengendali dalam
suatu Bank, calon pemegang saham pengendali perlu melewati proses penilaian
kemampuan dan kepatutan sebagai pemilik Bank, dan perlu terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Dalam hal calon pemegang saham
pengendali tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, maka ketika

proses penawaran terbatas right issue telah dilaksanakan

""Kitab Undang-undang Hukum Perdata, op ciz, ps 1258 paragraph 2
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dan PT. Y berkedudukan sebagai pemegang sahamnya, maka PT. Y tetap tidak dapat

memiliki saham tersebut.

Dalam hal demikian, perjanjian pengalihan HMETD i tidak batal, karena merujuk
pada perjanjian HMETD tersebut, PT. Y tetap dapat menunjuk pihak lain sebagai
pihak yang melaksanakan HMETD ini, atas namanya. Sebagaimana dinyatakan

dalam perjanjian tersebut bahwa

Para pemegang saham menyetujui untuk mengalihkan saham yang
akan diperolehnya kepada PT. Bank Y Advisor (atau pihak lain yang
ditunjuk oleh PT. Y )
Dalam hal Bank Indonesia tidak memberikan kelulusan bagi PT. Y pada saat tes
penilaian dan kemampuan maka PT. Y tetap dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan

sebagaimana terdapat didalam perjanjian ini.

Lebih jauh, klausul tersebul menjadikan PT. Y tetap dapat bertindak sebagai pihak
yang memiliki kepentingan (benefiiary ownership), dimana dilain pihak, pihak yang
ditunjuk oleh PT. Y tersebut adalah pihak nominee dari PT. Y . Secara bebas,
kepemilikan secara nominee diartikan sebagai kepemilikan dualisme, dimana pihak
yang ditunjuk untuk menduduki posisi nominee tersebut hanyalah pihak yang tercatat
kepemilikannya menurut hukum, tanpa menikmati manfaal ekonomis atas

kepemilikan tersebut.

Universitas Indonesia

Akibat hukum..., Indri Dwi Utami, FH Ul, 2010. _



BAB Il
PENUTUP

3.1 Simpulan
Dari hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan terhadap akibat hukum

penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali

meialui mekanisme HMETD ini, maka dapatlah ditarik dua simpulan, yaitu :

1. Mekanisme pénilaia.n dan kemampuan (fit and proper fest) bagi pemegang
saham pengendali yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada calon
pemegang saham pengendali dalam rangka penawaran terbatas dengan
HMETD, dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagaimana
ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia, dimana calon pemegang saham
pengendali didalam suatu Bank akan melewati tahapan seleksi
administratif dan wawancara. Dimana tahapan seleksi yang akan dilalui
oleh pemegang saham tersebut adalah :

pengumpulan informasi

b. pelaksanaan pemeriksaan

c. konfirmasi hasil penilaian sementara berdasarkan temuan
pemeriksaan dengan pihak-pihak yang dinilai;

d. i)enyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai
terhadap hasil penilaian sementara;

e. pembahasan atas tanggapan/keberatan dari pihak-pihak yang
dinilai serta penyesuaian hasil sementara penilaian kemampuan
dan kepatutan oleh Bank Indongsia

f. penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam
huruf e kepada pihak-pihak yang dinilai;
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£. penyampaian ta.nggap.an oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap
hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
h. pembahasan ulang terhadap tanggapan/ keberatan pihak-pihak
yang dinilai oleh Bank Indonesia;
i. pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh Bank Indonesia;
j- pemberitahuan hasil akhir penialain kemampuan dan kepatutan
oleh Bank Indonesia
Seluruh penilaian diatas akan membawa kepada dua hasil yaitu, lulus
maupun tidak lulus. Bagi calon yang dinyatakan lulus, dapat menduduki
tempat sebagai pemegang saham pengendali, sementara bagi calon yang
tidak lulus tidak dapat menduduki kedudukan sebagai calon pemegang
saham pengendali di Bank target tersebut.

Akibat hukum bagi calon pemegang saham pengendali, adalah PT, Y
Advisor dapat memperoleh kedudukan sebagai pemegang saham
pengendali PT. Bank X melalui mekanisme penawaran terbatas dengan
HMETD, apabila telah lulus sebagai kandidat pemegang saham didalam
PT. Bank X, maka dapat dikatakan bahwa PT. Y  dapat menduduki
kedudukan sebagai pemegang saham pengendali pada PT. Bank X .
Apabila dar1 penilian kemampuan dan kepatutan tersebut, ternyata bahwa
PT. Y tidak mendapatkan persetujuan Bank Indonesia, maka pengalihan
kepemilikan saham, maka dalam proses penawaran terbatas right issue
dilaksanakan, PT. Y  tidak dapat memiliki saham tersebut. Namun
demikian dikarenakan telah terikat perjanjian sebelumnya pemegang
saham pengendali PT. Bank X dengan PT. Y , maka PT. Y tetap dapat
menunjuk pihak lain sebagai pihak yang melaksanakan HMETD ini, atas
namanya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana disyratakan oleh Bank

Indonesia.
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3.2 Saran

Terkait dengan akibat hukum penilaian dan kemampuan bagi calon pemegang

saham pengendali tersebut, maka penulis memberikan_saran, yaitu :

1. Mekanisme penilaian dan kemampuan hendaknya juga mensyaratkan
suatu calon pemegang saham pengendali, memberikan jaminan baik dari
perusahaan maupun perorangan yang berbentuk seperti Personal
Guarantee bagi pemegang saham yang akan menduduki pemegang saham
pengendali dalam suvatu bank. Jaminan ini bukanlah digunakan sebagai
dasar mengikat, sehingga kelak, dalam hal terjadi permasalahan keuangan
yang terjadi pada Bank yang diambil alih, maka dapat dimintakan
perta.nggunéjawaban bukan hanya kepada pemegang saham tersebut,
namun juga pada pihak yang menjamin pemegang saham pengendali

tersebut

2. Akibat hukum dari tidak disetujuinya calon pemegang saham pengendali
oleh Bank Indonesia, adalah keadaan dimana calon tersebut, tidak dapat
duduk sebagai calon pemegang saham pengendali, namun tetap dapat
bertindak  sebagai pthak yang memiliki kepentingan (beneficiary
ownership), dimana dilain pihak yang dengan sistem kepemilikan seperti
ini, telah terjadi penyelundupan hukum bagi peraturan perbankan di
Indonesia. yang hingga saat ini tidak mengenal sistem nominee tersebut,
yang notabene merupakan konsep frust yang berasal dari tradist common
faw. Tindakan ini dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk bagi
nasabah dan sistem perbankan tersebut, karenanya perlu diciptakan suatu
peraturan dibidang perbankan yang komprehensif yang sctaraf dengan
undang-undang untuk mencegah adanya sistem nominee kepemilikan
saham tersebut. Peraturan perundang-undangan yang dibuat kelak,

haruslah memiliki dampak mengikat yang kuat, sehingga peraturan yang
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dibuat tersebut haruslah peraturan yang setaraf dengan Undang-undang.
Dengan adanya peraturan yang mengatur dengan ketat mengenai larangan
kepemilikan saham seara nominee, diharapkan telah dilakukan upaya yang
maksimal untuk meminimalisir dan menghindarkan dari praktek-praktek
perbankan yang tidak sehat, yang dilakukan oleh pemegang saham dan

pengurusnya.
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Lampiran 1

Persyaratan Dokumen Administratif Bagi Calon
Pemegang Saham Pengendali

PERSYARATAN DOKUMEN ADMINISTRATIF BAGI CALON PEMEGANG SAHAM

PENGENDALI BANK UMUM MELALUI PROSES AKUISIS]

Salinan pengumuman Ringkasan Rancangan Akuisisi, sebelum dilaksanakannya RUPS:

a.
b.

kepada masyarakat, melalui 2 {dua) surat kabar.
kepada karyawan bank (tertulis).

Konsep Akta Akuisis] yang telah disetujui oleh RUPS bank yang diakuisisi dan pihak yang
akan melakukan akuisisi.

Rancangan Akuisisi yang telah disetujui oleh RUPS bank yang diakuisisi dan pihak yang
akan melakukan akuisisi, minitnai memuat halhal yang diatur dalam Usulan Rencana
Akuisisi, sbb:

a.

To e

—

nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diakuisisi dan mengakuisisi, disertai
dengan dokumen identitas pihak yang akan mengakuisisi:

1 untuk Perorangan:

- Foto kopi tanda pengenal, dapat berupa KTP atau paspor dan KIMS
{apabila menetap di Indonesia)

- Riwayat Hidup (lampiran 2f)
- Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm
2) untuk Badan Hukum:

a) Akta Pendirian badan hukum yg mermuat Anggaran Dasar berikut
perubahannya yang telah mendapat pengesahan dan instansi
berwenang, termasuk bagi badan hukurmn asing sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.

b) Deokumen identitas seluruh Direksi & Komisaris masing-masing badan
hukum:

- Folo kopi tanda pengenal, dapat berupa KTP atau paspor dan
KIMS (apabila menetap di Indonesia)

- Riwayat Hidup
- Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm

alasan serta penjelasan dari bank yang akan diakuisisi dan dari pihak yang akan
mengakuisisi.

laporan keuangan 3 tahun buku terakhir dan bank dan badan hukum yang akan
mengakuisisi Bank yang diaudit oleh Akuntan Publik.

tata cara konversi saham dan masing-masing pihak yang melakukan akuisisi bila
pembayaran akuisisi dilakukan dengan saharn.

rancangan perubahan anggaran dasar bank yang diakuisisi.
jumlah dan nilai saham bank yang akan diakursisi.

kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengakuisisi.
cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minorilas.
perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi.

komposisi pemegang saham setelah dilakukan akuisisi.
rancangan Akta Akuisisi.

surat pernyataan dari pihak yang akan mengakuisisi hahwa dana yang digunakan
untuk mengakuisisi bukan:

1) berasal dari pinjaman/fasifitas pembiayaan datarm bentuk apapun dari bank atau
pihak lain di Indonesia;

2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;
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Lampiran 1

Persyaratan Dokumen Administratif Bagi Calon
Pemegang Saham Pengendali |

3) berasal dari dana yang diharamkan menurut Prinsip syariah bagi bank yang
berdasarkan prinsip syanabh. ;

Surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan
maupun likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah
melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah
dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa
pengenaan sanksi upiuk dilarang menjadi Pengurus bank atau BPR sebagaimana diatur

dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) yang ditetapkan
Bank Indonesia.

Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah
dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persercan dinyatakan pailit berdasarkan
ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggat pengajuan permohonan.

Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hutang jatuh
tempo yang bermasalah.

Struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank dan badan hukum pemilik bank sampai
dengan permilik terakhir.

Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.

Analisa kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya untuk 3 {tiga) tahun
ke depan yang disusun oleh konsultan independen (khusus untuk calon PSP badan hukum).

Pemenuhan ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi

pemegang saham tertentu (khusus untuk akuisisi terhadap bank yang terdaftar di pasar
modal).
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Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham

Lampiran 2

Pengendali

DAFTAR ISIAN

BANK-BADAN HUKUM

BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSPY ULTIMATE SHAREHOLDERS

{Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

Nama perusahaan dan alamat lengkap:

2. | Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan):
Jabatan dalam perusahaan:

3. Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai
pihak yang mewakili perusahaan:

Ternpat dan langgal perusahaan didirikan:
5. Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara:
* Nama Lembaga:
* Alamat:
* Web Site:
Apakah oloritas pengawas perusahaan Saudara bersedia
menetima konsep consolidated supervision bersama Bank
Indonesia?

6. | Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran
dasar perusahaan:

7. | Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP
pada bank lain?

Jelaskan.

8. | Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai
PSP pada perusahaan non bank? Jelaskan.

9. | Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki
hubungan bisnis dengan bank yang akan diakuisisi atau
dengan bank pada pertanyaan no.7?

Jelaskan.
10. | Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi

pengendalifsebagai PSP dengan tujuan investasi jangka
panjang (strategic pariner)?

Jika Ya, jelaskan program Saudara.
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11.

Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham
bank yang akan diakuisisi (secara langsung maupun tidak
langsung/nominee)?

Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci dan jelaskan
pencatatan nominee atas nama siapa, jelaskan alasannya.

12.

Uraikan secara rinci, besar nominal/proseniase
kepemilikan yang akan diakuisisi oleh perusahaan Saudara
dan kelompok bisnis Saudara.

13.

Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara
pada bank yang akan diakuisisi: Apakah digunakan secara
sendiri-sendiri {perusahaan Saudara secara independen)
ataukah bersama-sama dengan kelompok hisnis Saudara
sebagai satu kesaluan?

14.

Sehutkan nama dan jabatan “key person” pada
perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan
informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis
dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir.

15.

Informasikan secara rinci seluruh daflar pemegang saham
pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya.

16.

Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan
secara langsung maupun tidak langsung bank yang akan
diakuisisi?

Jika Ya, jelaskan.

17.

Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau
menjadi cbyek investigasi pihak berwenang di Indonesia
ataut negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela
lain di bidang keuangan?

Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.

18.

Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada
perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut-atau
direkomendasikan untuk dicabut oleh oteritas di Indonesia
atau negara lain:

Jika Y a, jelaskan.

18.

Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha
Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di
Indonesia atau di negara lain dan kemudian
dibekukan/dibatalkan izinnya?

Jika Ya, jelaskan.
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20

Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis
Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di
bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau
di negara lain?

Jika Ya, jelaskan.

21.

Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara
memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia
atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank
yang akan diakuisisi?

Jika Ya, jelaskan.

22.

Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis
Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban {(pembayaran
pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di
Indonesia atau negara lain?

Jika Ya, jelaskan,

23.

Apakah kegiatan perusahaan

Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis
Saudara dijamin atau diekspektasikan akan dijamin oleh
pihak lain?

Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu
akan dilaksanakan.

24.

Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan
Saudara untuk mengakuisisi bank (jawaban wajib disertai
dengar dokumen pendukung).

25.

Jelaskan alasanfinformasi lain yang dapat memperkuat
pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses
permohonan akuisisi bank oleh perusahaan Saudara
{(disertai dengan bukti pendukung).

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1.

2.
3.

telah memahami kelentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya
selaku PSP/Ultimate Shareholders sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;

informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat;

akan menginformasikan kepada Bank Indonesia datam waktu 30 (tiga puluh} hari apablla
terdapat perubahan informasi yang signifikar;

apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 {tiga puluh)
hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP bank.
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Jakara, ...
{Tandatangan di atas materai cukup)
Nama & Jabatan:
Nama Perusahaan yang diwakili:
Dasar hukum untuk mewakili:

Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika kolom yang
tersedia tidak mencukupi {sebagai satu kesatuan).

Universitas Indonesia
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10.

11.

12.

ER

V-4

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-26/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003

Umuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saliam dalam rangka Penawaran Umum
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahuiu wajib dipenuhi hal-hal berikul:

a. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraluran inj lelah mengajukan
Pernyataan Pendaﬁaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk
serla mencakup Informasi yang ditelapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan
Efek Terleblh Dahulu, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai
Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaltaran Dalam Ranpka Penerbitan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) harl sebelum Rapal Umum
Pemegang Saham; dan

b. Bapepam lidak mempunyai 1ang§apan lebil) lanjut secara tertulis terhadap Pernyataon
Pendafiaran yang tefah disampalkan.

Kccuali dinyatakan laln oleh Bapepam. maka Pernyataan Pendaftaran yang disyaratkan dalam
angka 7 peraturan ini menjadl efektil setelah memperoleh perselujuan dari para pemegan

saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenal penawaran Hak Memesan Efei
Terlebih Dahulu,

Dalam hal sualu reacana Penawaran Uinum deagan Hak Memesan Efek Tertebih Dahulu,
sebaglan alau seluruh dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesau Efek Terlebih
Dahulu lersebut akan digunakan untuk lransaksi yang mempunyal benturan kepentingan.

maka wajib memenuhi kelenluan peraturan ini dan imemenuhi kelenlvan scbapgaiinana diafur
dalam Peraturan Nomor IX. E.1.

Persyaralan untuk memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebapaimana dimaksuci
dalam angka 2 peraturan ini lidak berlaku jika perusahaan mengeluarkan saham sebagai

hasil kapitalisasi darl laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saliam
atau saham bonus,

gak Memesan Efek Terlebill Dahulu merupakan hak yang dapat diatihkan dan dibuklikan
engan :

a. E?t:lan pemillkan dalam Daftar Pemiegang Saham Perusahaan atau Biro Administrasi
ek:

Serliflkat Hak Memesan Efek Terleblh Dahulu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
pemegang saham yang terdafltar pada tanggal tertenis.

Sertlkat tersebut wajlb tersedla sebelumy dimulal dan selama perivde perdagangan
sebagalmana dimaksud pada angka 17 peraturan ink:

c. hupon yang dapat dilepas cdari surat saliam: atan

d. konflrmasi atau laporan rekenlng Efek yang diterblikan olelt Kustlodian.

Pemegang saliam yang berhak atas llak Memesan Elek Terlebih Dahulu sebagaimana dimahsud
Fuda angka 14 hucul d peraturan Inf adalah pemegang saham yang tere aci pada Dafiar
cmegang Saham 8 (delapan) barl kerja setelah Rapal Umum Pemegang Saham,

. llak Memesan Elek Terlebth Dahulu sudab dapat dilkarkan dengan Efek baru sclama prerinte

Eurdagan an. Efek baru lersebul wajib sudah ditertiltkan dan tersedia dalam 2 (fua) har
erja seielah Hak Memesan Efek Terlebil Dahulu dilaksanakan.

Informasi penting penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dabulp yang wajib diwmumkan

schelum Rapat Umuim Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam anghka B peraturn
inl mellpulh antara Fain :
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Keputesan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modai
Neomor  : Kep-26/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003

PERATURAN NOMOR IX.D.1: HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1.

Definisi :

a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melckar pada saham yang
memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk memnbeli Efek baru, lermasuk
saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadl saham dan waran. scebelnnr diiawarkan
kepada Pihak lain. Hak lersebut wajlb dapai dlalihkan.

b. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh sualu perusahaan yang memberi hak kepada
pemegang Efek untuk memesan saham dart perusahaan tersebut pada harga tertentu
untuk jangka wakw 6 {enam} bulan atau leblh sejak diterbitkannya Waran tersebul.

Apabila suatu perusahaan yang telah mefakukan Penawaran Uinum saham atau Perusahaan
Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk nelalui penerbilan Waran
alau Elek konversi. maka setiap pemegang saham wajily diberi Hak Memesan Efek Terlehih
Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka,

Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraluran ini mempunyai lebils
dari satu jenis saham. dan jika jumlah saham dalam seliap jenis dilanbah secara proporsional.
maka para pemegang saham yang ada wajlb mempunyai Hak Memesan Efek Terlebib Dahulu
sebanding dengan perseniase pemillkan mereka dalam masing-masing jenis saham.

Jika sualu perusahaan sebagalmana dimaksud pada angka 2 peraluran il mempunyai lebih
darl satu Jenls saham letapl penambahan hanya terjadi pada salu jevis saham saja, alau
jumilah penambahan dari setlap jenis saham tidak sebanding. alau jlka Penawaran Umnum
terdirl darl Efek yang dapat ditukar dengan saham. maka semua pemegang saham wajib
mempunyal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan perseniase pemilikan
dalam perusahaan. Penawaran Uinum dimaksud wajib disetujul oleh pemeguang sabzn yang
mewaklll sebaglan besar saham dalam setlap Jenls saham,

Dalam hal perusahaan sebagalmana dimaksud pada angka 2 perawran ini mencrbitkan
Waran, maka jumlah Waran yang diterblikan dan Waran yang lelah beredar tidak melebihi
35% (tiga pulubh lkma perseratus) darl jumtah saham yang telal ditcmpatkan dan diselor
penuh pada saat Pernyataan Pendaflaran disampaikan,

Dalam hal perusahaan sebagalmana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini, bermaksud
untuk menambah modal sahamnya melalul Hak Memesan Efek Turlebil Dabalu atau melalui
Fenawaran Umoem Waran atau Efek konversi wajib mengadakan Rapat Unue Pemepio
Saham uniuk memnperlimbangkan dan menyeuw)ul rencana penaw:ican dimaksud, Perasalin
terselul wajlb mengumumkan Infurniast sebagalmana dimaksud pada angka 11 peratran ©
inl dan menyediakan Prospektus bapl pemcgang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan
Nowmor [X.D.3. selambat-lambatnya 28 (dua pulub delapan) bari sebelom Rapal Unun
Penegang Saham dilaksanakan. Setiap perubahan atau penambahan inform:asi mengens
Hak Memesan Eflek Terleblh Dahulu scbagalmana dimaksud Perairan Nomor 1X.0.3 wajil

lersedia bagl pemegang saham paling Imnbar pada saal Rapat U Pemegang Sahan
dllaksapakan,

AT |
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Keputusan Ketua Badan
Peugawas Pasar Modal
Nomor  Kep-26/PM/I2003
Tanggal : 17 Juli 2003

a. nama lengkap Emilen alau Perusahaan Publik, alamat kawler pusal, felepoun, teleks,
faksimili. E-mail dan kolak pos:

b. uraian mengenai Efek yang limbul sebagai akibal dari pelaksanaan penerbitan Hak
Memesan Efek Terleblh Dahulu;

langgal Rapat Umum Pemegang Sabam:

lané%al pencalalan pemegang saham yang menipunyai llak Memesan Elek Terlebib
Dahulu pada Daftar Pemeégang Saham alau nomor kipon untuk menentukan Hak
Memesan Efek Tertebih Dahulu:

€. langg,al terakhir darl pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan

Pem eritahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal lersebut tidak berlaku
agi dan tanggal lerakhlr pembayaran;

fml

periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu:
harga pclaksanaan Liek;

T ®w

rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu aias saham yarpg ada;

lata cara pemesanan Elek:

j- uraian menﬁienai perlakuan Elek yang tidak dibeli aleh yang berhak dan Hak Memesan
Efek Terleblh Dahulu dalam bemuk pecahan;

pernyataan mengenai tata cara pengallhan Hak Memesan Efek Terlebih Dalulu:

léartakcara penecbitan dan penyainpalan bukii Hak Memesan Elek Terlehili Dabulu serty
ek:

m, nama Bursa Efek tempat dlperdaganﬁ(kann a Hak Mewesan Elek Terlebih Dalulu dan
saham yang mendasarinya lercatat {Jtka ada);

n. rencana Emiten’alau Perusahaan Pubbik untuk mengeluarkan alau lidak mengehiarkan
saham atau Elek Jain yang da?at dikonversikan menjadi sahain dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah langgal elekif:

o. nama lengkap Plhak yang bertindak scbagai pernbeli siaga (jika ada):

p. dampak dllusi dard penerbllan Efek baru;

q.

penggunaan dena hasl Penawaran Umum dengan llak Memesan Lfek Tarlebih Dahulu:

i

ringkasan analisls dan pembahasan oleh manajemen; dan
s. informasl lcntang tempal Prospektus dapat diperolulh.

- Dalan hal penerblian hak untuk Efck viang kenversh, Emiten atau Pernsabaan Publih selain
sebagalmana Informasl pada angka 14 wajlb pula menyajikan lal-hal sebagai hesikur:

a  hak para pemegang Clek:

b. sifat Efek yang dapat dlkonversikan ke Jenis Efek lain;

¢. slfat Elek utang konversl yang memungklnkan pelunas.n lebili dini wias pilihan Enuen
atau pemmegang Elek:

d.

harga dan ringkat suku bunga dari Efek ulang konversi. Lalam hal sukur Innga dieipkomn

nengambang. wajtb diuraikan cara penentuan tinghat suku hingga vang menpambang
tersebul; ’

V.5
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e. jadwal pelunasan alau clcilan lermasuk jumlahnya:
. jadwal pembayaran bunga;

g- jadwal konversi:
ketentuan teniang dana pelunasan atau sinking fund {jika ada);

i. denomlnasi mata uang yang menladi denominasi utang dan mata uvang lain yang menjadi
alternatlf {jika ada) digunakan dalam penerbltan Efek utang bersangkmtan (jika ada). dan

j. nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenal Pihak-plhak yang bertindak sebagai Wali
Amanat dan Penanggung (jlka ada).

Setiap perubahan atau penambahan Informast mengenal Hak Memesan Efek Teriebih Dahuly
di alas dan sebagaimana dimaksud pada angka 14 wajib diumumkan selambat-lambatnya
2 {(duea) hari ker]a sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakau,

Dalam hal peme%ang saham mempun‘yai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk
pecahan. maka hak atas pecahan Etek iersebut wa|lb dijual oleh perusahaan dan hasil
penjualannya c¢Imasukkan ke dalam rekening perusahaan.

Perusahaan sebagalmana dimaksud pada anﬂ‘a 2 peraturan Inl wajlb mengambil langkabh-
langkah untuk mempermudah pengalihan Hak Memesan Efek Terleblh Dahulu. Jika Efek yang
mendasari hak tersebul tercatat di Bursa Efek maka Hak Memesan Efek Terlehilh Dahulu
tersebut wajib dicatatkan pula di Bursa Efek yang sama. Perdagangan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu dimulal setelah berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dan berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja dan pallng lama 30 (liga puluh} hari
kerla setelah 1anggal distribusi Hak Memesan Elek Terlebih Dahulu berakhir. Bukti Hak
Memesan Efek Terleblh Dahulu tersebul wajib tersedla dan dldisiribusikan dalamn t {saiu) hari
kerja setelah Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Bursa Efek wajib secara olomatls mencataikan Hak Memesan Efek Terlebih Dabulu yang
berhubungan dengan Efek yang tercatat. tanpa blaya pencatalan tambahan.

. Kecuall ditentukan lein oleh Bapepam, Bursa Efek wajlb secara otomalis mencalai Efek yanp

sama dengan Elek yang tercatal dan yang Umbul darl :

a. pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Waran atau Elck konversi:

b. penerbllan saham yang berasal darl kaplialisasi darl laba yang ditahan dan avau madal

diselor lainnya seperli dividen saham atau saham bonus; alau

c. pemecahan saham.

Biaya pencatalan alas Elek yang tlnibul sebagal akibat adanya pelaksanaan bak reesebu
wallb dldasarkan pada perhltungan vang sama dengan Efek sejenis yang bedlaku,

Efck yang 1imbul sebaEal aklbaet dari dllaksanakannya Hak Memesan Efek Terl:bil Dialiuda

ang berbeda dar Elek yang mendasarl atas mana hak tersebut melekal dan herbeda dari

bl‘ek lain darl perusahaan tersebul yang telah tercatat dl bursa, tidak wajil dicatakan di
ursa.

Itak Memesan Elck Terlebih Dahulu yang lercatal dapat juga diperdagangkan di haar bursa.

Dalam hobungannya denpan Hak Memesan Lfek Terlebth Dalulu, perusahaan wajib
mengadakan alokas| Efek yang tidak dipesan. pada harga pemesanan yang sama kepaila
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semua pemepang saham yang menyalakan berminal untuk membeli Efek lambahan pada
periode pelaksanaan hak dimaksud. Pembayaran uniuk Efek 1ambahan dilaksanakan
sesuat dengan kelentuan angka 24 Peraturan ini. Apabila jumlah permintaan atas Elek
yang ldak igesan melebihi Elek yanp tersedia. Efek dimaksud akan dijatahkan secara
proporsional, berdasarkan atas jumnlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulugang dilaksanakan

oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan
harpga pemesanan.

Dalam hal (crjadi pelaksanaan llak Memesan Efek Terleblh Dabulu, 1anda terima wajib
diberikan oleh Perusahaan sebagai bukli bahwa hak telah dilaksanakan. Tanda terima
dimaksud wajib menunjukkan apakah pemegang hak atau pemegang saham bermaksud
memesan Elek tambahan {)ang berasal dari hak yang tidak dllaksanakan.

Dalam hal ini perusahaan waji menyimgan tembusan dari tanda terima yang memuat
jumlah sahan atay Efek lambahan yang dipesan.

Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 peraluran ini ditetapkan dalam 1
{satu) hari kera seielah berakhirnya pembayaran pesanan Efek tamhahan. Para pemnesan
Efek tambahan'wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk Efek

lambahan dimaksud dalam 2 {dua) hari Kerja setelah berakhirnya perdagangan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perusaltaan sebagalmana dimaksud dalam angka 2 Peraturan inl wajlb mengembalikan

uang untuk bagian pemesanan yang tdak terpenuhi. pada 2 (dua) harl kerja setelah
tanggal penjatahan.

Setelah penjatahan Elek sebagaimana dimaksud pada angka 24 peraturan ini selesai
dilaksanakan, maka semnua dekumen gang berhubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan
Efek Terlebil' Dahulu. lermasuk teinbusan tanda terima. wajib disimpan olei perusahaan
untuk jangka waktu sekurancF-kurangnya 5 {lima} tahun. Perusahaan dimaksud waijib
menunjuk Akuntan yan%ller aflar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus
meugenai Eelaksanaan ak Memesan Elek Terlebih Dahulu. Laporan hasil Eemeriksaan
mengenai kewalaran pelaksanaan lersebut wajib disampalkan oleh perusahaan kepada
Bapepam dalam Jangka wakiu 30 (tiga puluhj hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

Dalain hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini bermaksud
untuk menambah modal dalam jumlah yang telah dilelapkan maka sebeluin dilaksanakannya
pencrbitan Hak Memesan Elek Terlebih Dahulu dimaksud. perusahaan yang bersanghkulan
wallb memperoleh jaminan darl Plhak terientu uniuk membeli Efek sekurang-kurangnya
pada harga penawaran alas Efek dalam hal terdapat slsa Elek yang tidak diambil.

Informasi yang disyaratkan uniuk dlumumkan scsuai dengan peraturan inl wajib diumumkan
dalan sekurang-kurangnya 1 (saw) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran
naslonal. Satinan darl [ileng\:.lmuman tersebul wajlh disampalkan kepada Eapepnm selambal-
lambatnya pada akhic hard ke ke 2 (kedua) <setelah peapgumnman dimaksad Progumuonan
terscbul dapat digamiikan dengan cara lam yanp, diselujui oleh Bapepum.

Duenpan tiddak mengurangt berlakunya Xetenivan pidana di bldan
Lerwenang engenakan sanksi lerhadap setap pelanggaran
lermasuk kepada Pihak yang menyebabkan lv.r]ala]i:

Pasar Modal. Bapepam
elenluan peraturan ini,
nya pelanggaran ierscbut,

Dilctapkan i Jakaria
pada tanggal : 17 Juli 2003

Ketlua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750
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